BAB Il. LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

A.l. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari kata

empowerment mulai digunakan dalam_bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-

pemberdayaan 3

sebagai tujuan.

mempunyai pengetahuan dan keampun dlam memenuhi kebutuhan hidupnya
baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan
diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai matapencaharian, berpartisipasi
dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas
kehidupannya. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk
memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat atau
individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan (Suharto, 2010)
Kemiskinan merupakan masalah yang upaya penanggulangannya menjadi
penting, karena penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan pada

Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang atau 11,96 persen (BPS 2012). Karena itu,
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mengacu pada paradigma baru pembangunan yang bersifat people centered,
participatory, empowering, and sustainable (Chambers, 1995), maka upaya

pemberdayaan masyarakat merupakan kebutuhan dalam pembangunan.

A.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Slamet (2000) menyatakan bahwa penyuluhan sebagai proses pemberdayaan

akan menghasilkan magsyaraka yang dinamis dan"progresif secara berkelanjutan,

Dari pernyataan Slamt " di a as, menyiratkan bahwa keberhasilan
penyuluhan sebagai proses pemberdayaan masyarakat adalah terletak pada
keinginan yang muncul dari dalam individu itu sendiri, serta keinginan yang
didorong oleh adanya pengaruh luar diri individu tersebut, misalnya keberhasilan-
keberhasilan masyarakat yang dapat mereka lihat dan saksikan..

Mardikanto (1998) menawarkan penggunaan istilah edfikasi, yang
merupakan akronim dari fungsi-fungsi penyuluhan yang meliputi: edukasi,
diseminasi inovasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi.
Begitu juga Margono Slamet pada seminar penyuluhan pembangunan (2000)

menekankan esensi penyuluhan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
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telah mulai lazim digunakan oleh banyak pihak sejak Program Pengentasan
Kemiskinan pada dasawarsa 1990-an. Penyuluhan sering diartikan sebagai suatu
sistem pendidikan bagi masyarakat untuk membuat mereka tahu, mau, dan
mampu berswadaya melaksanakan upaya peningkatan produksi, pendapatan

keuntungan, dan perbaikan kesejahteraan keluarga serta masyarakat. Penyuluhan

sekolah) yang, terencana/terprogram, (b) dapat

gﬁ] n
dilakukan di mana w‘al
- e -

angan, bahkan dapat

dengan masalah yang sedang dihadapi, karena itu setiap daerah akan berbeda-

beda materinya. Pelaksanaannya juga tidak harus di dalam ruangan, serta waktu
pelaksanaannya menyesuaikan dengan waktu kesediaan sasaran.

Menurut UU No. 16 Tahun 2006, tentang pengertian penyuluhan pertanian
adalah: Proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka
mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses
informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya
untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan

kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi
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lingkungan hidup. Jadi, Undang-Undang ini bertujuan agar individu sebagai
sasaran dari kegiatan penyuluhan dapat menjadi mandiri dalam berusahatani guna
peningkatan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Mardikanto (2010) menyatakan bahwa penyuluhan juga merupakan kegiatan

yang ditujukan sebagai proses penguatan kapasitas (Capacity Strenghtening).

ain  di luar sistem

individu (dalam masyarakat), kelembﬁﬁ,gaupun ubungan atau jejaring antar

M sosial,

berbagai pemahaman, sepe
(1) Penyuluhan Sebagai Proses Penyebarluasan Informasi,

(2) Penyuluhan Sebagai Proses Penerangan/Pemberian Penjelasan,

(3) Penyuluhan Sebagai Proses Belajar (Pendidikan Nonformal Luar Sekolah),
(4) Penyuluhan Sebagai Proses Perubahan perilaku,

(5) Penyuluhan Sebagai Proses Rekayasa sosial (Social Engineering),

(6) Penyuluhan Sebagai Proses Pemasaran Sosial (Social Marketing),

(7) Penyuluhan Sebagai Proses Perubahan Sosial,

(8) Penyuluhan Sebagai Proses Pemberdayaan Masyarakat (Community

Empowerment).
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Uraian di atas berarti kemampuan masyarakat yang tercapai akan berhasil
guna (efektif) dan berdaya guna (efesien) apabila kegiatan penyuluhan dipahami
dari delapan poin tersebut di atas sebagai suatu proses kegiatan penyuluhan.

Sejak terbitnya Inpres No. 5/1993 yang dikenal sebagai Inpres Desa

Tertinggal (IDT), istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan (poverty

i§ fasilitasi pemberdayaan
Aekeamanant (enhancing security)

adalah upaya untuk memberikan

(Mardikanto, 201).

Menurut Mas’oed
daya (empowerment) atau kekuatan (strengthening) kepada masyarakat.
Keberdayaan adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu
bertahan (survive) dan (dalam pengertian yang dinamis) mampu mengembangkan
diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karena itu, memberdayakan masyarakat
merupakan upaya untuk (terus menerus) meningkatkan harkat dan martabat
lapisan masyarakat “bawah” yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap
kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat
adalah meningkatkan kemampuan dan meningkakan kemandirian masyarakat.

Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan
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kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan
mengendalikan  kelembagaan  masyarakatnya secara  bertanggung-gugat
(accountable) demi perbaikan kehidupannya.

Sumodiningrat  (1999) mengartikan keberdayaan masyarakat sebagai
kemampuan individu dan masyarakat dalam membangun keberdayaan.

Masyarakat dengan keberdayaan vz inggi adalah masyarakat yang sebagian

besar anggotanya seha fISIk dan mental, terdidik dan kuat, dan memiliki nilai-

)

nilai intrinsik ya adi_su , seperti sifat-sifat
kekeluargaan, Kkegot yongam, , ebhinekaan.  Jadi,
alam membangun

keberdayaan asyaragxang [

masyarakat dalan me\@dkan kese

disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk
mencari nafkah. Pemberdayaan secara singkat dapat diartikan, sebagai upaya
untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat
(miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) serta kemampuan dan
keberanian untuk memilih (choice). Karena itu pemberdayaan dapat diartikan
sebagai proses berencana guna meningkatkan skala utilitas dari obyek yang
diberdayakan (Mardikanto, 2001).

Robbin (2003) menyatakan bahwa terdapat empat hal penting dalam

membangun pemberdayaan anggota suatu organisasi yaitu: (a) Suatu organisasi
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harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai, (b) Suatu organisasi harus
menetapkan penambahan tujuan organisasi secara bersama, (¢) Suatu organisasi
harus mengikutsertakan anggota dalam menemukan masalah dan cara
mengatasinya, (d) Suatu organisasi harus mengembangkan sumber-sumber
internal organisasi untuk mendukung adanya perubahan-perubahan berikutnya.

Berarti, bahwa dalam memban Jpemberdayaan suatu organisasi harus

memperhatikan keemp, faktor internal kelompok tersebut.

Selanjutnya .
adalah suatu ko
berinisiatif ddr
motivasi priba

sejawat atau tema

dari keadaan sebelumnya.

Menurut Pranarka dan Vidhyandika (1996), proses pemberdayaan
mengandung dua kecenderungan. Kecenderungan pertama bahwa pemberdayaan
yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagaian
kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi
lebih berdaya. Proses ini menurut Oakley & Marsden (1984), dapat dilengkapi
pula dengan membangun aset material guna mendukung pembangunan
kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan yang pertama ini disebut
kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Kecenderungan kedua atau

kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau
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memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk
menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Paul (1987) cit. Mardikanto (2010) mengemukakan bahwa pemberdayaan
merupakan proses yang aktif dan kreatif dengan melihat keterlibatan masyarakat
mulai tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, pembagian hasil dan

evaluasi. Selanjutnya Kartasasmite 995) mengemukakan bahwa upaya

memberdayakan rakya arus dilakukan melalui tiga €ara, yaitu: (1) menciptakan

- 0y, €
im yang w:\a p syarakat berkembang. Kondisi

ini berdasarkan sun@hwa setiap indiv akat memiliki potensi

masyarakat dengan @apkan angka 3 nenampung berbagai

asyang dimiliki oleh

masukan, menyediakan p .'.. anbaik.fisik (irigasi, jalan, dan listrik)

masyarakat lemah. Dalam pemberdayaan harus dicegah yang lemah semakin
bertambah lemah atau semakin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat.
Berarti, keterlibatan masyarakat dalam proses kegiatan pemberdayaan sangat
diperlukan agar setiap tahapan kegiatan dirasakan fungsi dan manfaatnya.

Dalam pemberdayaan, lembaga pemerintah perlu meningkatkan aksesibilitas
kelompok miskin terhadap: organisasi perantara, pasar global, dan lembaga-
lembaga publik.  Bentuk, jenis, dan cara pemberdayaan masyarakat atau
penguatan masyarakat (strengthening community) sangat beragam dan akan

terwujud jika ada kemauan untuk mengubah struktur masyarakat (Malik cit.



29

Alfian, 1980). Karena itu, usaha untuk mengentaskan masyarakat dari
kemiskinan secara hakiki sama sulitnya dengan usaha memberdayakan mereka.
Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat
adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan aset dan kemampuan
masyarakat miskin agar mau dan mampu mengakses berbagai sumberdaya,

permodalan, teknologi, dan pasar dem@an _pendekatan pendampingan, peningkatan

kapasitas pelayanan d pembelaan men%keman ian. Kemampuan itu juga

)

Juar invididu tersebut

A.1.2. Tujuan'k

Untuk mer

pengenalan bahwa setiap man fa .’ nasyarakat memiliki potensi (daya) yang
dapat dikembangkan, (2) pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya,
dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan
potensi yang dimilikinya, (3) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki
masyarakat (empowering) (Mardikanto, 2009).

Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak
pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan
kemiskinan (poverty alleviation) atau penanggulangan kemiskinan (poverty

reduction), karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam

bentuk pengembangan kegiatan. produktif dengan tujuan untuk peningkatan
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pendapatan (income generating). Pemahaman seperti itu tidaklah salah, tetapi
belum cukup. Sebab hakekat pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan
kemampuan, mendorong kemauan dan keberanian, serta memberikan kesempatan
bagi upaya-upaya masyarakat (setempat) untuk dengan atau tanpa dukungan pihak
luar mengembangkan kemandiriannya demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan

(ekonomi, sosial, fisik dan mental) seeasa berkelanjutan.

(2) Perbaikan aksesib | ngan tumbuhnya semangat

belajar seumur emperbaiki aksesibilitasnya,
utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber
pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

(3) Perbaikan tindakan (better action). Dengan berbekal perbaikan pendidikan
dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik,
diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

(4) Perbaikan kelembagaan (better institution). Dengan perbaikan kegiatan atau
tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan,

termasuk pengembangan jejaring kemitraan, memperbaiki kelembagaan,

termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
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(5) Perbaikan usaha (better business). Perbaikan pendidikan (semangat belajar),
perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan (kegiatan), dan perbaikan
kelembagaan, diharapkan akan meperbaiki bisnis yang dilakukan.

(6) Perbaikan pendapatan (better income). Dengan terjadinya perbaikan bisnis,

diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk

diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Memperhatikan kesimpulan Mardikanto tentang tujuan pemberdayaan di atas,
maka tujuan akhir dari kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah adanya
perubahan dalam hal perbaikan baik secara individu/perorangan, keluarga,
masyarakat, dan lingkungan.

Karsidi (2003) menyatakan bahwa dari hasil penelitiannya pada kelompok
tani dan nelayan tampak bahwa untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dapat
ditempuh dengan berbagai upaya berikut: (1) memulai dari tindakan mikro dan

lokal, (2) pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal
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(daerah), (3) mengganti pendekatan wilayah administratif dengan pendekatan
kawasan, (4) membangun kembali kelembagaan masyarakat, (5) mengem-
bangkan penguasaan teknis, (6) pengembangan kesadaran dan demokratisasi
ekonomi, (7) membangun jaringan ekonomi strategis, dan (8) kebijakan

pemerintah yang mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. Berarti, untuk

mewujudkan kemandirian masyarakat'perlu diupayakan dengan delapan hal yang

koperasi), serta pengelolaan pendapatan yang diperoleh.
Kesimpulan bahwa tujuan akhir dari kegiatan pemberdayaan masyarakat
adalah adanya perubahan dalam hal perbaikan, baik secara individu/perorangan,

keluarga, masyarakat, lingkungan, dan lepas dari ketergantungan dari pihak lain.

A.1.3. Aspek dan Unsur-unsur Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto (2010) mengutarakan selain empat aspek yang terdapat dalam
definisi pemberdayaan masyarakat, perlu juga memperhatikan sedikitnya empat
unsur pokok lainnya, yaitu: (1) aksesibilitas informasi, karena informasi

berkaitannya dengan peluang, layanan, penegakan hukum, efektivitas negosiasi,
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dan akuntabilitas, (2) keterlibatan atau partisipasi, yang menyangkut siapa yang
dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses
pembangunan, (3) akuntabilitas, kaitannya dengan tanggung jawab publik atas
segala kegiatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat, (4) kapasitas
organisasi lokal, kaitannya dengan kemampuan bekerjasama, mengorganisir

warga masyarakat, serta memobilisas berdaya untuk memecahkan masalah-

itianny dengan judul From

nilai-nilai bersama, (c) informasi fasilitasi teori praktek dalam kontek lokal, (d)
petunjuk kapasitas sistem internal dan prosedur untuk menerjemahkan peluang,
(e) akses ke sumberdaya yang dibutuhkan. Jadi, kesimpulan penelitian ini
mengindikasikan bahwa pemberdayaan masyarakat akan dapat berjalan dengan
baik apabila terjadi pergeseran paradigma penyuluhan melalui input produksi dan
transfer teknologi, sehingga perubahan yang direncanakan dapat tercapai.

Jadi, aspek pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat miskin agar mau dan mampu mengakses berbagai unsur-

unsur pemberdayaan dengan pendekatan pendampingan, peningkatan kapasitas
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pelayanan dan pembelaan menuju kemandirian. Unsur-unsur pemberdayaan
masyarakat tersebut meliputi aksesibilitas: berbagai sumberdaya, permodalan,
teknologi, pasar, informasi, keterlibatan masyarakat sasaran, akuntabilitas,

kapasitas organisasi lokal.

A.1.4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, tetapi juga sekaligus meningkatkan

kemampuan ekonomi nasional (Sumodiningrat, 1999)

Selanjutnya menurut Suharto (2005), strategi pemberdayaan dapat dilakukan
melalui tiga aras matra pemberdayaan, yaitu:

(1) Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui
bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan
utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-
tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang

berpusat pada tugas.
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(2) Aras Mezzo.  Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok Klien.
Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media
intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya

digunakan sebagai strategi. Dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan,

keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan

keluarga, lembaga tertentu atau bahkan bagian masyarakat secara lebih luas, untuk
itu ditentukan adanya bimbingan sebagai suatu usaha pemberdayaan atau bantuan
yang diberikan kepada individu maupun kelompok.

Aras mikro merupakan strategi pemberdayaan yang ditujukan pada
masyarakat secara individual (perorangan), seperti bimbingan dan konseling pada
individu (klien) untuk menumbuhkan kepercayaan bahwa ia memiliki kemampuan
untuk mengambil keputusan, menumbuhkan kepercayaan untuk menerima

pengalaman orang lain yang bermanfaat, menyadarkan bahwa dirinya bagian dari
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lingkungan sosial budaya, membantu mengembangkan kapasitas diri
menggunakan sumberdaya yang ada.

Aras mezzo dimaksudkan strategi pemberdayaan melalui kelompok, untuk
membantu sekelompok masyarakat memecahkan masalah-masalah yang
diarasakan secara individu tetapi dirasakan juga oleh individu-individu yang lain

dalam kelompok.  Menumbuhkan

sistem yang lebih besara

Jadi, pendapat enggambarkan  bahwa dalam
mengimplentasikan strategi pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan
kemampuan klien dalam memecahkan masalah yang dihadapi, karena itu
digunakan aras mikro, mezzo atau makro.

Strategi yang perlu juga dikembangkan adalah tenaga pendampingan,
sebagai fasilitator pendamping bisa berasal dari Penyuluh pemerintah, Penyuluh
swasta atau Penyuluh yang ditugaskan oleh perusahaan. Ada tiga peran penyuluh

meliputi: (a) pencairan diri dengan masyarakat sasaran, (b) menggerakkan

masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan, (c) pemantapan dan
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pengembangan hubungan yang semakin akrab dengan masyarakat sasarannya
(Kurt Levin, 1983 cit. Mardikanto, 1998).

Ketiga peran tersebut, oleh Lippit, et al. (1958) kemudian dikembangkan
lagi menjadi beberapa peran yang lebih rinci, dan dikelompokkan dalam tiga
tahapan kegiatan yaitu: (@) pengembangan kebutuhan untuk melakukan

perubahan, (b) menggerakkan m akat untuk melakukan perubahan, (c)

L/ P
paling awal yang pag__&&d ‘ i uluh@sebelum melakukan

kegiatan yan T eIibatE masy kaOah )a

=

yang mencakup

(1) Diagnosa masa

benar dibutuhkan oleh masyarakat, agar mereka dapat segera terbebas dari
keadaan yang tidak dikehendaki.
(2) Pemilihan obyek perubahan yang tepat.

Pada tahap ini berdasarkan diagnosa yang telah dilakukan penyuluh berusaha
mencari atau menemukan obyek-obyek yang strategis melaui kegiatan-
kegiatan sederhana yang memiliki peluang tinggi untuk dapat dilaksanakan
oleh masyarakatnya, tidak memerlukan biaya/pengorbanan yang terlalu besar,
tetapi sudah cukup memberikan manfaat langsung yang mudah diamati atau

dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Selain itu, kegiatan tersebut
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disebut strategis karena akan memberikan dampak ganda (multiplier effect)
berupa tumbuh dan berkembangnya kegiatan-kegiatan lanjutan yang lebih
besar baik ragam maupun kualitasnya.

(3) Analisis motivasi dan kemampuan masyarakat untuk melakukan perubahan.
Pembangunan adalah serangkaian kegiatan yang ditentukan oleh kesediaan

dan kemampuan masyarakat berpartisipasi sesuai dengan status dan

kegiatan-keg

Mengenai

dilakukan pemerintah, me

(1) Basis politik dan hukum yang transparan, serta memberikan ruang gerak bagi
demokratisasi dan mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan, dan
pemantauan implementasi kegiatan.

(2) Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan administrasi publik yang
bertanggung-gugat (accountability) dan responsif terhadap penggunanya.

(3) Menggerakkan desentralisasi dan pengembangan masyarakat yang memberi-
kan kesempatan kepada “kelompok miskin” untuk melakukan kontrol

terhadap semua bentuk layanan yang dilaksanakan. Desentralisasi itu harus
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mampu bekerjasama dengan mekanisme lain untuk menggerakkan partisipasi
masyarakat serta pemantauan lembaga pemerintah oleh setiap warga negara.
(4) Menggerakkan kesetaraan gender, baik dalam kegiatan ekonomi maupun
dalam kelembagaan politik.
(5) Memerangi hambatan sosial (social barrier), terutama yang menyangkut bias-

bias etnis, rasial, dan gender dalap®™penegakan hukum.

(6) Mendukung modal'sosial yang dimiliki kelompok miskin, terutama dukungan

gc
organisasip eranta%ar ol

membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan

memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya. Fasilitasi
merupakan inti dari pendampingan yang dilakukan oleh tenaga khusus untuk
membantu masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan, dan kegiatan
pendampingan menjadi salah satu bagian dalam proses pemberdayaan
masyarakat. Dalam pemberdayaan kelompok usaha diperlukan pendamping yang
dapat dilakukan oleh PPL, PPL swakarsa, PPL swasa, LSM, Perguruan Tingi, dan

sebagainya (Gunawan, 2003).
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Sumaryo (2009) mengutip peryataan Sumpeno bahwa dalam proses
pemberdayaan diperlukan tenaga pendamping (fasilitator) yang memiliki
kemampuan untuk mentransfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu
pada masyarakat.  Selanjutnya untuk memperoleh hasil optimal dalam
pelaksanaan fasilitasi, dapat diterapkan prinsip-prinsip berikut:

(1) Partisipasi masyarakat, merupakafsupaya membangun ikatan yang menekan-

kan pada aspek ki andirian, pe ﬁﬁ/at é% masyarakat sebagai satu kesatuan,

dan keyakinam'meng dan ar

penyediaan apang%kerja, endap '.4 infr ktur,s dan fasilitas sosial

komunikasi saling menguntungkan dalam bentuk jejaring (networking).
Penguatan jejaring dapat dilakukan melalui pendekatan kerjasama
kelembagaan pada semua jenjang dengan dasar kesetaraan, komitmen, dan
sinergi (social trust) dalam memecahkan maalah dan menemukan solusinya.
Sumpeno (2004) menyatakan ada sepuluh hal yang perlu diperhatikan agar
pendampingan berjalan efektif, yaitu: (1) menghayati kebutuhan masyarakat, (2)
menyadari kekuatan diri, (3) bekerja dengan penuh tanggungjawab, (4) menikmati
tugas, (5) kebanggaan atas kinerja, (6) menyesuaikan diri, (7) menetapkan

prioritas, (8) berkolaborasi, (9) keyakinan yang positif (possitive believing), dan
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(10) belajar terus. Jadi, menurut Sumpeno bahwa fasilitator atau pendamping
dalam proses pemberdayaan harus memiliki kemampuan analisis terhadap
kebutuhan, kekuatan, dan etos kerja.

Rogers (1983) rnengemukakan adanya tiga hal yang sangat menentukan
keberhasilan seorang penyuluh sebagai pendamping, yaitu:

(1) Kemauan dan kemampuan _ Jh untuk menjalin hubungan secara

hstokoh masyarakat, pemuka

langsung maupun ak langsung &nﬁba i toko

yaraka masyatakat sasarannya.

g masyarakat sasarannya.

antara dalam arti: (a) seberapa

intah/lembaga penyuluhan bahwa

S bagi kepentingan masyarakat
(peningkatan produktivitas, pendapatan. dan kesejahteraan) maupun bagi
pemerintah (demi stabilitas politik, keamanan, dan ketahanan nasional), (b)
seberapa jauh penyuluh mampu menerjemahkan inovasi menjadi kebutuhan
yang dapat dirasakan (felt need) oleh masyarakat sasarannya/petani, (c)
seberapa jauh penyuluh mampu bekerja dengan menggunakan pola berpikir
pemerintah/lembaga penyuluhan dan pola pikir masyarakat, dan tidak
terkungkung untuk bekerja menurut pola pikirnya atau acuannya sendiri.

(3) Kemauan dan kemampuan penyuluh untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan

yang dilakukan dengan kebutuhan-kebutuhan yang dapat dirasakan oleh



42

pemerintah/lembaga penyuluhan dan masyarakat sasarannya. Erat kaitannva
dengan kedua hal di atas, kegiatan penyuluh seringkali masih berupa
kebutuhan nyata (real need) yang belum tentu merupakan kebutuhan yang
dapat dirasakan (felt need) baik oleh pemerintah/lembaga penyuluhan maupun
oleh masyarakat sasarannya. Dalam kasus seperti ini upaya yang harus

dilakukan oleh penyuluh -tama adalah seberapa jauh ia mampu

serta menyesuaika

dan masyarakat.

A.1.5. Lingkup Kegiatan dan ' eberhasilan Pemberdayaan

Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak
pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan
kemiskinan (poverty alleviation) atau penanggulangan kemiskinan (poverty
reduction). Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan
dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan
(income generating).

Sumadyo (2001) merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan

masyarakat, yang disebut sebagai Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan

Bina Lingkungan. Mardikanto menambahkan Bina Kelembagaan, karena ketiga
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Bina yang dikemukakan Sumadyo itu hanya akan terwujud seperti yang
diharapkan manakala didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang
diperlukan. Keempat upaya pokok tersebut merupakan lingkup kegiatan-kegiatan
pemberdayaan masyarakat, yang dijelaskan berikut ini:

(1) Bina Manusia, merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus

oleh pemahaman bahwa tujuan pemb unan adalah untuk perbaikan mutu

S, yaitu:

agaan, yang meliputi: Kejelasan

visi, misi, dan budaya organisasi; kejelasan struktur organisasi,

kompetensi, dan strategi organisasi; proses organisasi atau pengelolaan

organisasi; pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya; interaksi antar

individu di dalam organisasi; interaksi entitas organisasi dengan pemangku
kepentingan (stakeholders) yang lain.

(c) Pengembangan kapasitas sistem (Jejaring), yang meliputi: pengembangan

interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama, dan

pengembangan interaksi dengan entitas/organisasi di luar sistem.
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(2) Bina Usaha, merupakan suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan,
sebab Bina Manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi
perbaikan bagi kesejahteraan tidak akan memperoleh dukungan dalam bentuk
partisipasi masyarakat. Bina Usaha mencakup: (a) Pemilikan komoditas dan
jenis usaha, (b) Studi kelayakan dan perencanaan bisnis, (c) Pembentukan

Badan Usaha, (d) Perencanaanfigyestasi dan penetapan sumber-sumber

pembiayaan, (e) P gelolaan sumberdaya manusia dan pengembangan karir,

©)

lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan

kehidupan. Termasuk dalam tanggungjawab sosial adalah segala kewajiban
yang harus dilakukan terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial
masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan/areal kerja, maupun
yang mengalami dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan penanaman
modal/perseroan, dan yang termasuk tanggungjawab lingkungan adalah
kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan
investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan

pemulihan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
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(4) Bina Kelembagaan. Tersedianya dan efektivitas kelembagaan akan sangat
berpengaruh terhadap keberhasilan Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina
Lingkungan. Pengertian lembaga yang dikemukakan oleh Hayami dan
Kikuchi (1981), adalah sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh

anggota suatu komunitas (masyarakat). Kata kelembagaan sering dikaitkan

dengan dua pengertian, yaitu:

rganisasi sosia&n ﬁﬁ un itu, f
[ i s%%ele
. r ¢

ang, terliba

institution atau pranata sosial dan social

organization atau ¢ ada prinsipnya suatu bentuk

mbagaan apabila memiliki

dalamisatu kelembagaan

kesepakatan dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga
apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.

(d) Komponen struktur, setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus
dijalankan secara benar. Orang tidak bisa mengubah-ubah posisinya
dengan kemaun sendiri.

Terkait Bina Kelembagaan dengan kegiatan agribisnis, Mosher (1969),

menyatakan bahwa untuk membangun struktur pedesaan yang progresif
dibutuhkan kelembagaan-kelembagaan: (1) sarana produksi dan peralatan

pertanian, (2) kredit poduksi, (3) pemasaran produksi, (4) percobaan/pengujian
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lokal, (5) penyuluhan, dan (6) transportasi. Lebih lanjut, Syahyuti, 1997 cit.
Mardikanto, 2010 menyatakan bahwa pentingnya delapan kelembagaan dalam
pengembangan agibisnis yaitu: (1) Kelembagaan penyediaan input usahatani, (2)
Kelembagaan penyediaan permodalan, (3) Kelembagaan pemenuhan tenaga kerja,
(4) Kelembagaan penyediaan lahan dan air irigasi, (5) Kelembagaan usahatani, (6)

Kelembagaan pengolahan hasil pepta 7) Kelembagaan pemasaran hasil

pertanian, (8) Kelemb aan penyediaan informasi (teknologi, pasar, dan lainnya).

- -,
Dari uraianfdi at ya kup dilakukan terbatas pada
e s
upaya “bina mg usi@a diikuti “bina usaha” dalam arti untuk

memberikan nghasi&tau pé
. &

kekecewaan yang

program/kegiatan

itu bina manusia dan bina usaha dapat mengarah pada perusakan lingkungan, yang
berakibat buruk atau mengancam keberlanjutan manusia dan usaha yang
dilakukan untuk memperbaiki kehidupan. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat
juga perlu melakukan bina kelembagaan terutama lembaga yang berkaitan dengan
kegiatan atau usaha masyarakat tersebut, karena baik bina manusia, bina usaha,
maupun bina lingkungan memerlukan layanan dan dukungan kelembagaan yang
efektif baik dalam bentuk pengorganisasian, jaminan dan Kkepastian
hukum/peraturan, nilai-nilai sosial atau budaya. Indikator kegiatan pemberdayaan

masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:
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Tabel 2.1: Indikator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Lingkup Kegiatan

Indikator

Bina Manusia - Pengembangan kapasitas kepribadian masyarakat
- Pengembangan kapasitas di dunia usaha
- Pengembangan kapasitas keprofesionalan

Bina Usaha - Pemilihan komoditas dan jenis usaha

- Status kelayakan dan perencanaan bisnis
- Pembentukan badan usaha milik masyarakat
- Perencan |nvestaS| dan penetapan sumber-sumber

- Pengembangan dan optimasi efektifitas kelembagaan
tradisional

Sumber: Mardikanto (2010).

Mardikanto (2010) mengemukakan indikator keberhasilan yang dipakai

untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat

mencakup: (1) jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap

kegiatan yang dilaksanakan, (2) frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada

pelaksanaan tiap jenis kegiatan, (3) tingkat kemudahan penyelenggaraan program

untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang

dikemukakan, (4) jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang
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ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program, (5) jumlah dana yang dapat
digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan, (6)
intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah, (7) meningkatnya
kapasitas skala partisipasi masyarakat, (8) berkurangnya masyarakat yang
menderita kelaparan, (9) meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya

peningkatan mutu hidup, (10) meningKatnya kemandirian masyarakat.

A.2. Kemiskinan

Tujuan program pembay | masyarakat adalah untuk mencapai
peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berarti menyangkut masalah
kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan merupakan target pertama MDGs,
yaitu menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Untuk mencapai tujuan MDGs tersebut diperlukan koordinasi, kerjasama serta
pemahanan dan komitmen dari para stakeholders, seperti pemerintah pusat dan
daerah, masyarakat, dan perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan
swasta).  Atas dasar hal ini maka berikut ini perlu dibahas konsep kemiskinan
berdasarkan pengertian, dimensi, penyebab, ragam, pengukuran, dan usaha

penaggulangan kemiskinan.
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A.2.1. Pengertian Kemiskinan

Pengertian kemiskinan menurut istilalh umum adalah keadaan di mana
terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dimiliki, seperti; makanan, pakaian,
tempat berlindung, dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas

hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan

dan pekerjaan yang mampu meng asalah kemiskinan dan mendapatkan

kehormatan yang layak ebagai warga Negara (Bayo, 1996).
D Soall 0 ﬁ% |

diukur melalui

harus dipenuhi seseorang yang meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Salim (2002) menyatakan bahwa kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai
kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, sedangkan
menurut Clarence, et al. (1979), kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk
mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk
memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas.

Pengertian kemiskinan sangat beragam, vyaitu mulai dari sekedar
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki

keadaan hingga pengertian lebih luas yang memasukkan komponen-komponen
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sosial dan moral. Definisi kemiskinan mengalami perkembangan sesuai dengan
penyebabnya yaitu, pada awal 1990-an definisi kemiskinan telah diperluas tidak
hanya berdasarkan tingkat pendapatan, tapi juga mencakup ketidakmampuan di
bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Belakangan ini pengertian
kemiskinan telah mencakup dimensi kerentanan, ketidakberdayaan, dan

ketidakmampuan untuk menyampaikafaspirasi (Smeru, 2001).

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi seseofang atau sekelompok orang,

-,

ng bermartabat. Hak-hak

Definisi lainnya, bahwa kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan
untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial, basis tersebut meliputi: (1)
modal yang produktif atau asset, misalnya tanah, perumahan, peralatan,
kesehatan, (2) sumber-sumber keuangan, misalnya pendapatan dan kredit yang
memadai, (3) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai
kepentingan bersama, misalnya partai politik, kelompok sosial, koperasi, (4)
jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, (5) pengetahuan dan keterampilan
yang memadai, (6) informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan

(Friedman, 1979). Selanjutnya bahwa kemiskinan di negara berkembang berarti
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kelaparan, kekurangan gizi, pakaian dan perumahan yang tidak memadai, tingkat
pendidikan yang rendah, tidak ada atau sedikit kesempatan untuk memperoleh
pelayanan kesehatan dasar (Ghose dan Griffin, 1980)

Menurut Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (2002), kemiskinan
adalah keadaan tidak tercukupinya atau tidak mampu makan 2 kali sehari; tidak

memiliki pakaian berbeda untuk di ah, bekerja dan bepergian; bagian tertentu

kesehatan primer.
hidupnya dengan jerih payahnya sendiri, dan mendapat imbalan yang memadai,
serta mempunyai perlindungan terhadap gangguan mendadak dari luar. Selain
pendapatan dan layanan dasar, individu-individu dan masyarakat juga menjadi
miskin jika mereka tidak diberdayakan untuk ikut serta dalam pengambilan
keputusan yang menentukan kehidupan mereka. Kemiskinan lebih baik diukur
dengan ukuran: pendidikan dasar, rawatan kesehatan, gizi, air bersih, dan sanitasi;
di samping pendapatan, pekerjaan, dan upah. Ukuran ini harus digunakan untuk

mewakili hal yang tidak berwujud, seperti rasa ketidakberdayaan dan ketiadaan
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kebebasan untuk berpartisipasi. Definisi kemiskinan menurut Bank Dunia adalah
tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan pendapatan $ 1 perhari.

Chambers (1995) menyimpulkan bahwa inti dari masalah kemiskinan
terletak pada apa yang disebut sebagai deprivation trap atau perangkap
kemiskinan. Secara rinci, deprivation trap terdiri dari 5 unsur, yaitu : (1)

kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahafnfisik, (3) keterasingan atau kadar isolasi,

(4) kerentanan, dan (5 ketldakberdayaan elima unsur ini saling berkaitan satu

eluarga miskin tersebut,
poverty rackets atau roda
pengerak kemiskinan yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta
benda atau asset produksinya sehingga mereka menjadi makin rentan dan tidak
berdaya. Kedua jenis ketidakberuntungan ini sering menjadi penyebab keluarga
miskin menjadi lebih miskin.

Meier dan Bardwin, 1969 cit. Sukirno, 2006 menyatakan bahwa perangkap
kemiskinan timbul dari hubungan saling mempengaruhi antara keadaan
masyarakat yang masih terbelakang atau tradisional dengan kekayaan alam yang
belum dikembangkan. Untuk itu perlu pengembangan sumberdaya manusia

sebagai tenaga kerja yang mempunyai keahlian untuk memimpin dan
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melaksanakan berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi. Hubungan perangkap
penyebab kemiskinan dari gabungan berbagai teori oleh para ahli di atas dapat

dilihat dalam Gambar 2.1. berikut:

( Kekayaan alam kurang dikembangkan

—/

Jika dihubungkan®dan. disi ‘ Ikan ;'o 2nai penghambatan pembangunan
yang diuraikan di atas, ‘hakekatnya teori lingkaran perangkap
kemiskinan berpendapat tentang adanya ketidakmampuan mengerahkan tabungan
yang cukup, kurangnya rangsangan melakukan penanaman modal, dan rendahnya
taraf pendidikan, pengetahuan, dan kemampuan atau kemahiran masyarakat.
Karena itu, bentuk, jenis dan cara pemberdayaan masyarakat atau penguatan
masyarakat (strengthening community) sangat beragam, yang hanya berwujud jika
ada kemauan untuk mengubah struktur masyarakat (Adam Malik, cit. Alfian,
1980). Usaha mengentaskan masyarakat dari kemiskinan bukanlah pekerjaan

mudah yang bersifat instant (segera dapat dilihat hasilnya). Pengalaman menun-

jukkan, upaya pengentasan kemiskinan sering menghadapi kendala besar berupa:
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(1) Usaha-usaha untuk menghambat kegiatan membela orang kecil atau orang
miskin, yaitu: (a) lemahnya komitmen (khususnya) aparat pemerintah untuk
memihak dan membela orang miskin, (b) rendahnya kepedulian untuk
memperhatikan orang miskin, (c¢) ketidakmampuan memahami kehidupan
orang miskin, terutama yang terkait dengan persepi dan asumsi tentang

“karakteristik™ orang miskin.

(2) Kendala:yang ada di (lingkung

masyarakatnya; da@

nasib (Alfian 1980).@

kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan
dasar, hal inilah yang disebut dengan kemiskinan absolut.  Sedangkan
kesenjangan adalah ketidakmerataan pada akses terhadap sumber ekonomi yang
dimiliki disebut dengan kemiskinan struktural yaitu ketidakterjangkauan akses
terhadap sumber ekonomi.

Kartasasmita (1993) mengemukakan ada tiga jenis kemiskinan yaitu:
(1) Kemiskinan  Natural/Alamiah, adalah  kemiskinan disebabkan oleh

keterbatasan aset alam (natural asset) yang menyebabkan petani tanaman
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pangan miskin seperti tanah tandus, tidak memiliki sumberdaya alam maupun
disebabkan oleh faktor-faktor alam lainya diluar kemampuan manusia.

(2) Kemiskinan Struktural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur
sosial ekonomi yang sedemikian rupa sehingga golongan masyarakat tertentu

cenderung mengalami kemiskinan karena kondisi struktur ekonominya rendah

social asset), aset manusia (human

asset), aset finansial ( financial as%t ,:Zaset fisik (phisical asset).
~ .
(3) Kemiskinan wemikl disebabkan oleh keterbatasan
L/ v
aset budaya (cu@asset) dalam masyarakat tersebut seperti adanya
-

0_32htm_47k 2008)

kemiskinan absolut,

inan struktural. Keempat

(1) Kemiskinan absolut, yaitu apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi
pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan
untuk bisa hidup dan bekerja.

(2) Kemiskinan relatif, yaitu miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan
yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan
ketimpangan pada pendapatan.

(3) Kemiskinan kultural, yaitu mengacu pada persoalan hidup seseorang atau
memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, dan tidak kreatif walaupun

ada bantuan dari luar.
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(4) Kemiskinan struktural, yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya
akses terhadap sumberdaya yang terjadi dalam sistem sosial budaya dan
sistem sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi
seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Selanjutnya Kartasasmita (1993) menyatakan bahwa sekurang-kurangnya

empat penyebab kemiskinan, yaitu:

(1) Rendahnya taraf pendidikan. Tara @p yﬁe didikan ang rendah mengakibatkan

kemampuan diri_ te an menyebabkan sempitnya

Q derajgeseh [

menyebabke ren@

dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan
yang dinikmati masyarakat lainnya.
Sumodiningrat (1999) menyatakan beberapa pola kemiskinan, yaitu:

(1) Presistent Poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun.
Daerah yang mengalami kemiskinan ini pada umumnya merupakan daerah
kritis sumberdaya alam atau terisolasi.

(2) Cyclical Poverty, yaitu pola kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi

secara keseluruhan.
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(3) Seasonal Poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti yang sering dijumpai
pada kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan.

(4) Accidental Poverty, yaitu kemiskinan karena terjadi bencana alam atau
dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat
kesejahteraan suatu masyarakat.

Dimensi kemiskinan oleh Da

persainga pasar b%x

(2) Kemiskinan: yang %kaitan del

akibat@ d

(kemiskinan akibat pemi anmepedesaany, dalam proses pembangunan),

emiskinan subsisten

(kemiskinan Kemiskinan  pedesaan
kemiskinan perkotaan#®
kecepatan pertumbuhan perkotaan).

(3) Kemiskinan sosial, kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan
kelompok minoritas.

(4) Kemiskinan konsekuensial, kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian
lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana
alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Soerjadi, et al. (1987) membedakan kemiskinan dalam 3 macam jenis yaitu:

(1) Kemiskinan relatif, yaitu menurut perbandingan kelas pendapatan.

(2) Kemiskinan subjektif, yaitu menurut perasaan perorang, dan
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(3) Kemiskinan absolut, yaitu bila tingkat hidup seseorang tidak memungkinkan-
nya untuk dapat memenuhi keperluan yang mendasar, sehingga kesehatannya
baik fisik maupun mental terganggu. Dari semua keperluan dasar (antara lain
pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan), yang paling pokok dan
yang memerlukan upaya untuk memperolehnya adalah pangan.

Mafruhah (2010) menyimp

bahwa penyebab kemiskinan adalah

sebagai berikut:

(6) Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.
(7) Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola
sumberdaya alam dan lingkungannya.
(8) Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance).
(9) Pengelolaan sumberdaya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan
lingkungan.
Kenyataan tersebut juga didukung oleh suara mereka yang miskin (Voice of

the poor), menunjukkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh:
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Keterbatasan pendapatan, modal dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar
termasuk: (a) modal sumberdaya manusia, misalnya pendidikan formal,
keterampilan, dan kesehatan yang memadai), (b) modal produksi, misalnya
lahan dan akses terhadap kredit, (c) modal sosial, misalnya jaringan sosial dan
akses terhadap kebijakan dan keputusan politik. Sarana fisik, misalnya akses

terhadap prasarana dasar sepertijalan, air bersih, listrik.

s
anya suargrg mewakili dan terpuruk

pegara dan masyarakat, (i) tidak

kesewenang-wenanganvapagat,f(l) ancaman dan intimidasi,  (m) kebijakan
publik yang tidak peka dan tidak mendukung upaya penanggulangan

kemiskinan, (n) rendahnya posisi tawar masyarakat miskin.

Jadi, menurut Mafruhah di atas, penyebab kemiskinan itu sangat komplek, mulai

dari keterbatasan yang ada pada individu yang bersangkutan, faktor ekstenal baik

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

Lebih lanjut Mafruhah (2010) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan

suatu masalah yang sangat kompleks dan merupakan tantangan yang harus

dihadapi dalam pembangunan. Sebagai suatu masalah, kemiskinan mempunyai

beberapa dimensi yang patut diketahui dan dikaji kebenarannya. Pertama,
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kemiskinan itu multidimensional.  Artinya, karena kebutuhan manusia itu
bermacam-macam, maka kemiskinan juga memiliki banyak aspek. Dilihat dari
kebijakan umum, kemiskinan meliputi aspek primer yang berujud miskin akan
aset-aset organisasi sosial dan politik, dan pengetahuan serta keterampilan dan
aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber
Kedua

keuangan dan informasi. aspek-aspek kemiskinan tersebut saling

berkaitan, baik langsung maupun tidak Ian%ng. Ini Berarti bahwa kemajuan atau

muncul berhubungan dengan pengucilan sosial, dan marjinalisasi dari pasar

tenaga kerja, sedangkan hasil penelitian Philip (2009), dengan judul Indian
Urban Poverty: Where are the Levers for its Effective Alleviation, bahwa
kemiskinan di perkotaan India dapat dikurangi melalui proses pembangunan
sosial dan pembangunan ekonomi. Dengan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi
(termasuk hukum dan ketertiban), menyediakan kesehatan dan pendidikan, serta

memperbaikan lingkungan setempat.
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A.2.3. Pengukuran Kemiskinan

Pengukran kemiskinan adalah rata-rata kemampuan masyarakat untuk
dapat memenuhi kebututuhan hidup minimum yang disebut dengan garis
kemiskinan.  Pengukuran garis kemiskinan dengan pendekatan sosial sulit
dilakukan, tetapi dari indikator ekonomi secara teoritis dapat dihitung dengan

pendekatan produksi, pendekatan pepdapatan, dan pengeluaran.

Secara-umum ada dua macam ukurz kemiskinan yang biasa digunakan,

m@

yaitu kemiskina abso iskina

tingkat pendapatan fdasar minimum yang

3ila pendapatan tidak

minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makan,
pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

(2) Kemiskinan Relatif, konsep kemiskinan ini adalah seseorang yang sudah
mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar
minimum tidak selalu berarti miskin. Hal ini terjadi karena kemiskinan lebih
banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, walaupun pendapatannya sudah
mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah
dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut

masih berada dalam keadaan miskin.
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Sayogyo (1986) mengukur dan mengklasifikasikan masyarakat miskin yang
mengacu pada kebutuhan pokok beras menjadi:
(1) Miskin, apabila pengeluaran perkapita pertahun lebih rendah dari nilai tukar
320 kg beras untuk daerah pedesaan dan 480 kg beras daerah perkotaan.

(2) Miskin sekali apabila pengeluaran per kapita per tahun lebih rendah dari nilai

tukar 240 kg beras untuk daerah pédesaan dan 360 kg beras daerah perkotaan.

BPS tersebut adalah: (1) luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m?

perorang, (2) jenis lantai tempat tinggal dari tanah/bamboo/kayu murahan, (3)
jenis dinding terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa
diplester, (4) tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan
rumah tangga lain, (5) sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik, (6)
sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan,
(7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak
tanah, (8) hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu, (9)

hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun, (10) hanya sanggup makan
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satu atau dua kali dalam sehari, (11) tidak sanggup membayar biaya pengobatan
di puskesmas/poliklinik, (12) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah
petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh
perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000,-

perbulan, (13) pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah,

tingkat kesejahteraan rakyat dapat dikelompokkan atas lima tahap yaitu:

(1) Keluarga Prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu
kebutuhan seperti makan dua kali sehari atau lebih; memiliki pakaian yang
bebeda baik di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian; rumah memiliki atap,
lantai dan dinding baik; bila sakit pergi ke sarana kesehatan bila ingin ber KB
pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi; dan anak umur 7-15 tahun bersekolah.

(2) Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan seperti
makan dua kali sehari atau lebih; memiliki pakaian yang berbeda baik di

rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian; rumah memiliki atap, lantai dan



64

dinding yang baik; bila sakit pergi ke sarana kesehatan bila ingin ber KB pergi
kesarana pelayanan kontrasepsi; dan anak umur 7-15 tahun bersekolah.

(3) Keluarga Sejahtera 1lI, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan
Keluarga Sejahtera | dan ditambah kebutuhan seperti: melaksanakan ibadah

agama; makan daging, ikan dan telur seminggu sekali; dapat membeli satu stel

emenuhi kebutuhan

(4)

untuk berkomunikasi; sering ikut kegiatan masyarakat dilingkungan tempat
tinggal; dan memperoleh informais dari surat kabar/majalah/radio/televisi.

(5) Keluarga Sejahtera Plus 111, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan
Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera Il, Keluarga Sejahtera Ill, dan
ditambah kebutuhan seperti: secara teratur dengan sukarela memberikan
sumbangan materi utnuk kegiatan sosial; dan ada yang aktif sebagai pengurus
perkumpulan sosial/ yayasan/ institusi masyarakat.

Berdasarkan ukuran-ukuran kemiskinan ini Amato, and Zuo (2005),

menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa tingkat kesehatan masyarakat miskin di
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perkotaan lebih tinggi daripada masyarakat miskin di pedesaan, dan tingkat
psikologi kesejahteraan masyarakat miskin pedesaan lebih tinggi daripada
masyarakat miskin di perkotaan, serta terdapat hubungan yang signifikan baik
kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan dengan jenis kelamin, ras, status

keluarga.

program terely

miskin di luar lokasi desa tetin aI ‘

Prestasi yang dicapai pemerintah Orde Baru selama Pembangunan Jangka
Panjang tahap | (PJPT I) berupa peningkatan pendapatan perkapita penduduk,
pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah angka kemiskinan. Keberhasilan
tersebut tidak bertahan lama, karena pada petengahan PJPT Il terjadi krisis
moneter yang melipatgandakan jumlah penduduk miskin dan menambah
pengangguran. Angka kemiskinan yang pada kurun waktu 27 tahun (1970-1997)
telah turun dari 70 juta menjadi 21 juta, kembali meningkat secara spektakuler
menjadi 79,4 juta jiwa, dari jumah tersebut didominasi oleh penduduk miskin

yang tinggal di pedesaan sebesar 56,8 juta jiwa (BPS, 1998).
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Penanggulangan kemiskinan di tahun 1997, yaitu pada masa krisis moneter
adalah program Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang memiliki prioritas: (a)
peningkatan ketahanan pangan (food security), (b) penciptaan lapangan kerja
(employment creation), (c) pengembangan usaha kecil dan menengah (small and

medium enterprises), (d) perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar

tahun 2005 PKPS-BBM dialokasikan untuk program pendidikan, kesehatan,

infrastruktur, dan bantuan atau subsidi langsung (BLT). Selanjutnya program
kebijakan kegiatan PKPS-BBM dari tahun ke tahun relatif sama, hanya fokus
kegiatan yang mengalami beberapa perubahan, yang meliputi: Program Keluarga
Harapan (PKH), Raskin, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), bantuan sosial untuk pengungsi/korban
bencana, bantuan untuk penyandang cacat, bantuan untuk kelompok lansia,
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), dan Bantuan

Langsung Tunai (BLT).
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Kebijakan dalam PNPM Mandiri adalah sebagai kerangka kebijakan dasar
dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat. Inti dari PNPM adalah masyarakat sebagai upaya
menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu
maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai masalah terkait upaya

peningkatan kualitas hidup, kemandirign,dan kesejaheraannya.

etic@mewor to Identify overt iation Strategies for

talnabl eveIo enﬁ*o ion Strategy of a Firm,
o

kemitraan dengan L isa : anaje iIsu dan pembangunan
. Strategi perusahaan yang
diusulkan mencakup strategi sosial responsibility (SRS), dan bahwa pengentasan

kemiskinan merupakan bagian dari SRS.

A.3. Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Resposibility-CSR)
A.3.1 Pengertian CSR

Jamali and Rabbathh (2007) mengemukakan CSR adalah sebuah konsep
yang telah menarik perhatian dunia dan memperoleh resonansi baru dalam
ekonomi global. Semakin tingginya minat CSR dalam beberapa tahun terakhir

muncul bersamaan dengan globalisasi dan perdagangan internasional, yang telah
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tercermin dalam kompleksitas bisnis yang meningkat dan memberikan tuntutan
baru untuk meningkatkan transparansi dan good corporate governance.

Wibisono (2007) mengemukakan bahwa definisi Corporate Social
Responsibility (CSR) sampai saat ini belum ada satu pun yang disetujui secara

global, karena definisi CSR dan komponen CSR dapat berbeda-beda di negara-

serta komitme

telah terjadi sebelumnya dan agenda apa yang akan dituju kemudian. Temuan ini
didasari oleh pada isu dan dimensi sosial dan ekonomi yang sudah cukup kuat
keberadaannya ditandai pada tahun 1987 Brundtland Report dalam WCED (1989)
yang mengharuskan penanganan lingkungan harus lebih terintegrasi.

Menurut Budimanta, et al. (2008), CSR atau tanggungjawab sosial
perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk membangun Kkualitas
kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya
masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial di mana perusahaan tersebut

berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.
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Jadi, menurut Budimanta tersebut CSR merupakan kegiatan yang memperhatikan
keinginan dari semua stakeholder yang dilakukan untuk keberlangsungan
perusahaan itu sendiri.

European Commission (2001) mendifinisikan CSR sebagai sebuah konsep
yang mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam

operasi bisnis dan dalam interaksi_meseka dengan para pemangku kepentingan

fua dim& yang B
a. Internal-praktik @gung Ja jukan pada karyawan

perubahan modal,

terutama untuk pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan produksi.

b. Eksternal-praktik CSR diluar perusahaan berkaitan dengan masyarakat
setempat yang melibatkan berbagai stakeholder seperti mitra bisnis,
pemasok, pelanggan, otoritas publik dan LSM yang mewakili masyarakat
lokal serta lingkungan.

Selanjutnya ada beberapa definisi yang dikemukakan berikut ini:
(1) World Bank (2002) memberikan definisi CSR sebagai:

“the commitment of business to contribute to sustainable economic

development working with amployees and their representatives the local

community and society at large to improve quality of life, in ways that are
both good for business and good for development™.
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Definisi CSR menurut World Bank di atas adalah komitmen dunia usaha untuk
berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama
dengan para karyawan/pekerja, serta komunitas lokal/setempat maupun
masyarakat umumdalam meningkatkan kualitas kehidupan sehingga memiliki
dampak yang baik bagi dunia usaha maupun pembangunan.

an.definisi CSR:

(2) CSR Forum (2005) juga memberi

es that are based on ethical

a0 transparent business practic
0 ew,@ﬁ%es :

“CSR mean open
values and respe

i adalah merupakan sebuah konsep
dimana perusahaan mengintegrasikan perhatiannya terhadap kondisi sosial
dan lingkungan dalam aktivitas usahanya melalui kerjasama dengan para
pemangku kepentingan atas dasar sukarela.

(4) Canadian Business for Social Responsibility (1998), definisi CSR sebagai:

“A company’s commitment to operating in an economically and
environmentally sustainable manner; at the same time, recognize the interests
of its stakeholders.”

Definisi di atas berarti sebuah komitmen perusahaan dalam menyelenggara-

kan usaha berkelanjutan yang bersifat ekonomis dan lingkungan, sekaligus

pada saat yang sama memahami keinginan dari para pemangku kepentingan.
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(5) Bateman dan Snell (2002), CSR didefinisikan sebagai:
”...set of corporate actions that positively affects an identifiable social
stakeholder’s interest and does not violate the legitimate claims of another
identifiable social stakeholder (in long run)’.
Definisi CSR menurut Bateman dan Snell di atas adalah serangkaian upaya

perusahaan yang secara positif mempengaruhi keinginan-keinginan yang telah

diidentifikasi dari para pemang

Unkepentingan sosial dan tidak melanggar

tuntutan -logis (sah) lainnya dari ‘ﬁara Emangk kepentingan sosial (dalam

keseimbangan antara
aspek lingkungan.
Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka pengertian Corporate Social
Responsibility mengacu pada tanggungjawab sektor bisnis yang bekaitan dengan
semua pihak yang terlibat, dalam arti pihak yang mempengaruhi dan terpengaruh
sebagai dampak dari operasionalisasi kegiatan ekonomi bisnisnya. Pihak yang
terlibat dimaksud adalah para pemangku kepentingan, yaitu dalam bentuk
kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan dan
masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang

baik bagi perusahaaan dan pembangunan. Tujuan perusahaan adalah keuntungan,
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tetapi tidak bisa terlepas dari masyarakat, karena Pertama; pemilik perusahaan,
manajer dan karyawan adalah individu bagian dari masyarakat, Kedua;
keuntungan perusahaan tidak akan tercapai tanpa adanya masyarakat yang
menjadi pasar bagi produknya, Ketiga; kegiatan perusahaan tersebut pasti

mempunyai dampak terhadap masyarakat dan lingkungan masyarakat di tempat

Lingkungan,

Governance (Organisasi Kepemerintahan). Berdasarkan konsep 1SO 26000, maka
untuk penerapan CSR hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas perusahaan yang
mencakup tujuh isu pokok di atas. Prinsip-prinsip dasar CSR yang menjadi dasar
pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan
dan kegiatan CSR menurut 1SO 26000 meliputi: (1) Kepatuhan kepada hukum,
(2) Menghormati instrumen/ badan-badan inter-nasional, (3) Menghormati
stakeholders dan kepentingannya, (4) Akuntabilitas, (5) Transparansi, (6) Perilaku
yang beretika, (7) Melakukan tindakan pencegahan, (8) Menghormati dasar-dasar

hak asasi manusia.
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Dokumen ISO 26000 tersebut meyakini bahwa seluruh jenis organisasi
masyarakat sipil, perusahaan dan pemerintah dalam berbagai ukuran, memiliki
tanggungjawab sosial yang pada dasarnya sama. ISO 26000 menyebutkan bahwa
tanggungjawab sosial sesungguhnya adalah tanggungjawab organisasi atas
dampak dari keputusan dan tindakannya, dan tujuannya sendiri adalah mencapai

pembangunan berkelanjutan. Lengkapya, definisi tanggungjawab sosial adalah:

behaviour th _._ S velopment, health and the
welfare of s | u

compliance cable lav ( ith international norms of
behawour and i grated 1

.%aalah ~ berkontribusi pada

CSR

sebagian besar perusahaan yang menjalankan berbagai aktivitas investasi sosial
adalah pencitraan belaka. Nantinya, perusahaan-perusahaan seperti itu akan tidak
bisa lagi dianggap menjalankan tanggungjawabnya. Rumusan CSR dalam ISO
26000 adalah tanggungjawab korporasi atas dampak yang ditimbulkan sebagai
akibat dari keputusan dan aktivitasnya dalam masyarakat, lingkungan, melalui
perilaku yang etis dan transparan yang berkontribusi terhadap pembangunan
berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan
ekspektasi pemangku kepentingan, mentaati peraturan dan perundangan yang

berlaku dan konsisten dengan norma perilaku internasional, dan terintegrasi dalam
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organisasi serta diimplementasikan dalam seluruh aktivitas organisasi yang terkait
dengan organisasi korporasi.

Beccheti et al. (2005) menyatakan tanggung jawab sosial perusahaan adalah
sebuah fenomena kompleks yang melibatkan serangkaian tindakan yang beragam

dan diharapkan secara signifikan mempengaruhi struktur biaya dan partisipasi

pekerja untuk produktif dalam setiapfkegiatan. Sebagai akibatnya, ruang lingkup

lingkungan di tempat operasional perusahaan tersebut.

A.3.2. Landasan Filosofis dan Prinsip-prinsip CSR
Dasar hukum konsep CSR atau tanggungjawab sosial perusahaan yang diatur
dalam Undang-undang, yaitu:
(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (UUPM), Pasal 15 Ayat (b), (d), dan (e), bahwa setiap
penanam modal wajib melaksanakan tanggungjawab sosial, menghormati

tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal,
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dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta Pasal
16 Ayat (d). menjaga kelestarian lingkungan.

(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (UUPT), Pasal 74 Ayat: (1) perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib

melaksanakan Tanggungjawab ial dan Lingkungan, (2) Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat satu merupakan

@
Perseroan yang @naann
dan kewajaran, g\Per

sebagaimans dim@dkan p

atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam
pengelolaan lingkungan hidup.

(4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Pasal 2 Ayat 1 (a), (b), dan (e), yaitu Maksud dan tujuan pendirian BUMN
adalah: memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional
pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; menyelenggarakan
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu

tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; dan turut aktif
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memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi
lemah, koperasi, dan masyarakat

(5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang
kesejahteraan sosial, Pasal 3 Ayat d, yaitu Penyelenggaraan kegiatan
kesejahteraan sosial bertujuan: meningkatkan kemampuan, kepedulian dan

tanggungjawab sosial dunia 1_dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial secara melembaga dan berkelayn]jﬂu n.

. -
Secara kese ijatas megyai landasan filosofis yang
dalam konstitusi ini dengan maksud dan tujuan berbangsa
dan bernegara sebag IUD 1945 yang menegaskan

sebagai berikut:

“...Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial”.

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat ini mendeskripsikan bahwa the
founding father ingin meletakkan rumusan tujuan negara Indonesia yaitu negara
kesejahteraan (Welfare State). Konsep negara kesejahteraan ini telah menjadi
landasan bagi kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern

dalam upaya mensejahterakan rakyatnya. Jadi, filosofi program CSR Indonesia

adalah memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi rakyat.
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Menurut Wahyudi dan Azheri (2008), tujuan pokok welfare state antara lain
adalah: (1) mengontrol dan memberdayagunakan sumberdaya sosial ekonomi
untuk kepentingan publik, (2) menjamin distribusi kekayaan secara adil dan
merata, (3) mengurangi kemiskinan, (4) menyediakan asuransi sosial (pendidikan

dan kesehatan) bagi masyarakat miskin, (5) menyediakan subsidi untuk layanan

warga negara.

Organizatiq

pemerintah di negara tempat perusahaan beroperasi.

(3) Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerjasama yang erat dengan
komunitas lokal, termasuk kepentingan bisnis.

(4) Mendorong pembentukan human capital, khususnya melalui penciptaan
kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi karyawan.

(5) Menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang
dibenarkan secara hokum yang terkait dengan lingkungan, kesehatan, dan

eselamatan kerja, perburuhan, perpajakan, insentif finansial dan lain-lainnya
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(6) Mendorong dan memegang teguh prinsip-prinsip Good Corporate
Governance (GCG) serta mengembangkan dan menerapkan praktek-praktek
tatakelola perusahaan yang baik.

(7) Mengembangkan dan menerapkan praktek-praktek sistem manajemen yang
mengatur diri sendiri (self regulation) secara efektif guna menumbuh-

kembangkan relasi saling percaya, di antara perusahaan dan masyarakat

L/ P
melalui pen ba@ i 1a 3 an-kebijakan pada pekerja

melalui p gram-%r&m pe

ih dan indisipliner.

dan subkontraktor,

kegiatan-kegiatan politik lokal.
Dari prinsip-prinsip CSR di atas terlihat bahwa tidak terlepas dari konsep
Triple Bottom Line sebagaimana yang diungkapkan oleh John Elkington yang
terdiri atas economic properity, environmental quality, dan social juatice, prinsip

HAM, GCG, dan law enforcement dan netralitas.

A.3.3. Tujuan Program CSR
Holme, R. and Watts (2000) mengemukakan bahwa tujuan program CSR
adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dan definisi CSR adalah

sebagai:
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*“the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to
economic development while improving the quality of work life of workforce
and their families as well as of the local community and social large’”
berarti tanggungjawab sosial perusahaan adalah komitmen bisnis untuk berkontri-
busi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan

perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas atau masyarakat

setempat (local) dan masyarakat secaraykeseluruhan dalam rangka meningkatkan

kualitas hidup mereka.

menerapkan etika bisnis sehingga dapat meningkatkan kepercayaan untuk
mengatasi Klaim para stakeholders terhadap keamanan makanan dan perilaku
pasokan bahan baku.

Hayward (2005) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan dimulai
dari keinginan untuk dapat beroperasi berkelanjutan (sustainable), mengikuti
kemajuan yang ada dan dapat terus bertahan dalam bisnis selama beberapa
dekade. Jika sebuah perusahaan berupaya menjadi sustainable maka harus
melakukan dua hal: (1) harus menjalankan bisnis yang mampu membuat

keuntungan serta berinvestasi, (2) harus dipercaya dan didukung oleh semua pihak
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yang berbuhubungan dengan bisnis yang dijalankan pelanggan, pemasok,
pemerintah, masyarakat, pengamat, media dan kalangan seperti LSM.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bisnis diharapkan
keberlanjutan dan kesetabilan usaha agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya. Karena itu ada tiga tujuan atau alasan mengapa CSR itu perlu dilakukan

i dan sumberdaya aIa

Mwona

ang menyebabkan dampak terhadap

] posmf yang dapat

menghindari atau

A.3.4. Masalah-masalah Implementasi CSR

Nampaknya perdebatan pada kesepakatan atas makna CSR itu sendiri
berakhir pada penerapannya yang sering kali tidak implementatif bahkan
cenderung hanya retorika sebagai sebuah strategi bersaing oleh perusahan-
perusahaan untuk nampak beretika namun tanpa kehilangan manfaat
ekonomisnya. Berkesan penerapan CSR adalah karena sudah berlaku buruk, maka
perusahaan mengkompensasikan kerugian yang dialami banyak pihak melalui

tindakan baik yaitu program-program bagi komunitas lokal.
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Carroll and Shabana (2010) dan Morimoto et al. (2005) menuliskan bahwa
konsep CSR awalnya untuk menanggapi isu sosial atau isu yang ada pada
stakeholder, itulah sebabnya manajemen perusahaan harus memperhatikan isu
sosial atau stakeholder yang ada disekitarnya. Mereka menganggap pemilik,
pelanggan, karyawan, komunitas, pesaing, pemasok, aktivis sosial, dan

masyarakat luas sebagai stakeholder

gan adalah dimensi utama

Joshi (2008) me atakan menc ﬁﬁp keuntu
.O’

hka memperbesar skala

sehingga CSR memiliki tujuan yang lebih luas yaitu menciptakan standar hidup
yang terus lebih tinggi dan lebih baik bagi masyarakat baik di dalam dan di luar
perusahaan sambil menjaga profitabilitas perusahaan.

Heimann (2008) menyatakan bahwa organisasi bisnis memiliki tanggung
jawab untuk berbagai kelompok dalam masyarakat (stakeholder internal dan
eksternal) dan tidak hanya pemilik atau pemegang saham. Hal ini juga mencakup
tanggung jawab atas lingkungan alam sehingga setiap keputusan harus diambil
dalam kepentingan yang lebih luas dan tidak hanya kepentingan pemegang saham,

karena itu ia menyebutkan beberapa keuntungan dan alasan mengapa CSR perlu
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dilaksanakan: (1) merupakan hal etis yang dlakukan, (2) Meningkatkan citra
perusahaan, (3) hal ini diperlukan dalam rangka untuk menghindari peraturan
yang berlebihan, (4) jenis kegiatan dari tanggung jawab sosial dapat juga
menguntungkan, (5) lingkungan sosial yang lebih baik akan bermanfaat bagi
perusahaan, (6) dapat menarik minat para investor, (7) dapat meningkatkan

i untuk memperbaiki masalah sosial yang

motivasi karyawan, (8) dapat mer

at meigatka

2dakan dengan pesaing dan

dalam strategi perusahaan yang dirancang oleh Departemen Perdagangan dan

Industri Inggris dan diadaptasi oleh World Bank Institute adalah sebagai berikut:

(1) Komitmen awal. Langkah pertama ini komitmen awal perusahaan untuk
melakukan CSR adalah krusial.  Untuk membangun landasan dalam
komitmen ini, perusahaan dapat mengacu pada manfaat potensial yang
diperoleh perusahaan dalam menjalankan CSR.

(2) Analisis kondisi eksternal dan pengaruhnya terhadap bisnis. Langkah kedua
ini melibatkan suatu analisis yang rinci mengenai lingkungan eksternal, dan

mempertimbangkan manfaat potensial bagi bisnis yang diperoleh dari



©)

(4)

©)

(6)

83

integrasi CSR ke dalam suatu strategi bisnis. Banyak cara dapat digunakan
untuk melakukan analisis eksternal misalnya analisis SWOT.

Mengkaji ulang struktur internal, strategi, dan rencana tindak. Struktur dan
prosedur internal perusahaan harus jelas mendefinisikan kewajiban dewan
direksi, manajer senior, dan pekerja lainnya dalam kaitan dengan CSR.

Implementasi. Langkah ini pakan suatu proses pembelajaran yang terus

menerus. Dalam gahapan ini kemampuan kreativitas, mengambil resiko dan

belajar dari k

hasil masukan dari proses konsultasi, perusahaan kembali lagi pada langkah

kedua dan mengulang seluruh proses.

Korporat atau perusahaan sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai

tujuan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, melainkan juga

dipengaruhi oleh komunitas atau masyarakat yang berada di sekitar perusahaan.

Karena itu program Corporate social Responsibility (CSR) merupakan keharusan

yang musti dilakukan seiring dengan munculnya berbagai tuntutan masyarakat

sekitar (komunitas). Hal ini berarti, telah terjadinya pergesaran hubungan antara

perusahaan (korporat) dengan masyarakat sekitar (komunitas). Perusahaan yang
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semula hanya sebagai pemberi donasi melalui kegiatan charity dan philanthropy,
kini menjadikan masyarakat sekitar sebagai “mitra” yang turut andil dalam
keberadaan dan keberlangsungan perusahaan (Irianta, 2004).

Iriantara (2004) menyatakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh
perusahaan untuk menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan masyarakat

sekitar perusahaan adalah melaluigpsegram community relations (CR), yang

merupakan cara berint raksi dengan komunitas yang saling terkait dengan operasi

: 0y, €
n ad am CR i )anyak manfaat untuk

e =
korporat maupu kor@s. Manfaat bagi
yang lebih béik, (b) ﬁ i era

bermutu, (h) “laboratorium pembelajaran” untuk inovasi organisasi. Dan manfaat
bagi komunitas atau masyarakat sekitar adalah: (a) peluang penciptaan
kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan, (b) pendanaan investasi
komunitas, pengembangan infrastruktur, (c) keahlian komersial, (d) kompetensi
teknis dan personal individual pekerja yang terlibat, (e) representasi bisnis
sebagai promosi bagi prakarsa-prakarsa kominitas.

Clark (2000) menyimpulkan hasil penelitiannya dengan judul Differences
Between Public Relations and Corporate Social Responsibility: An Analysis,

bahwa hubungan masyarakat (PR) dengan komunikasi yang efektif dan
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manajemen hubungan dalam penerapan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR)
mempengaruhi reputasi perusahaan. PR dan CSR mempunyai tujuan yang sama
untuk meningkatkan kualitas hubungan antara organisasi perusahaan dengan
pemangku kepentingan. Komunikasi mempunyai peran penting dalam
membangun hubungan yang berkualitas bagi kemampuan manajer dalam

keputusan perusahaan tentang lingkum@an, politik, sosial, juga daya saing bisnis.

Masalah lainnya adalah pengetahuan dan budaya masyarakat, sebagaimana

dikemukan ole Uner@ ) (2007) §/a pen etahuan merupakan

faktor kunci dalam mengefnbang embangun pemahaman bagi berbagai

Program lainnya adalah Community Development (CD) yang didefinisikan
sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diselenggarakan secara
sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna
mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik.
Dengan ruang lingkup program CD adalah: (a) community services, merupakan
pelayanan korporat untuk memenuhi kepentingan masyarakat ataupun
kepentingan umum, (b) community empowering, adalah program yang berkaitan
dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang

kemandiriannya, (c) community relation, yaitu kegiatan yang terkait dengan
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pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para
pihak yang terkait (Budimanta et al., 2008).

Implikasi dari program CSR adalah program Community Relation (CR)
dan program Community Development (CD). Tanggung jawab sosial perusahaan

atau CSR di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan

yang mengikat perusahaan negara_@am,perusahaan swasta seperti UU 19/2003

risiko bisnis perusahaan, (d) melebarkan akses sumberdaya bagi operasi sosial, (e)
membuka peluang pasar yang lebih luas, (f) mereduksi biaya, misalnya terkait
dampak pembuangan limbah, (g) memperbaiki hubungan dengan stakeholders, (h)
memperbaiki hubungan dengan regulator, (i) meningkatkan semangat dan
produktivitas karyawan, (j) peluang mendapatkan penghargaan. Jadi, perusahaan
yang menerapkan CSR dengan benar akan mendapatkan dampak positif bagi
keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

Menurut Tanaya (2004), esensi CSR merupakan wujud dari giving back dari

perusahaan kepada komunitas atau masyarakat sekitar, yang dapat dilakukan
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untuk menghasilkan bisnis berdasarkan niat tulus guna memberi kontribusi yang
paling positif pada masyarakat sekitar (stakeholders). Selanjutnya bahwa tujuan
CSR bukan hanya pembangunan komunitas semata. Inti tujuan CSR yaitu
bagaimana pembangunan komunitas bisa terus eksis berada dalam masyarakat

sebagai upaya untuk keseimbangan lingkungan dan alam.

sosial tertentu, untuk periode waktu tertentu atau produk tertentu.

(3) Ketiga, corporate social marketing di sini perusahaan membantu
pengembangan maupun implementasi dari kampanye dengan fokus untuk
mengubah perilaku tertentu yang mempunyai pengaruh negatif, seperti
misalnya kebiasaan berlalu lintas yang beradab.

(4) Keempat, corporate philantrophy adalah inisitiatif perusahaan dengan
memberikan kontribusi langsung kepada suatu aktivitas amal, lebih sering

dalam bentuk donasi ataupun sumbangan tunai.
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(5) Kelima, community volunteering dalam aktivitas ini perusahaan memberikan
bantuan dan mendorong karyawan, serta mitra bisnisnya untuk secara sukarela
terlibat dan membantu masyarakat setempat.

(6) Keenam, socially responsible business practices, adalah inisiatif perusahaan
mengadopsi dan melakukan bisnis tertentu serta investasi yang ditujukan

untuk meningkatkan kualitas koménitas dan melindungi lingkungan.

masyarakat sekita
(3) Assesing social
masyarakat sekitar, agar tidak menimbulkan konflik.
(4) Encouraging governance, yaitu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya
mengacu pada Corporate Governance.
(5) Protecting the environment, yaitu mengharuskan perusahaan untuk menjaga
lingkungan sekitar.
Selanjutnya suatu kegiatan disebut CSR atau tanggungjawab sosial
perusahaan bila memiliki sejumlah unsur-unsur berikut:
(1) Continuity and sustainability atau berkesinambungan dan berkelanjutan

merupakan unsur vital dari CSR. Suatu kegiatan amal yang berdasar trend
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ataupun insidental bukanlah CSR. CSR merupakan hal yang bercirikan pada
long term perspective, bukan instant, heppenning ataupun booming. CSR
adalah suatu kegiatan yang terencanakan, sistematis, dan dapat dievaluasi.

(2) Community empowerment atau pemberdayaan masyarakat, Hal inilah yang
membedakan CSR dengan kegiatan yang bersifat charity ataupun philantrophy

semata. Kegiatan kedermawan aeskipun membantu masyarakat, tetapi tidak

menjadikan masyza akat tersebut m % Salah satu indikasi kesuksesan

jawab sosial ini murni atau sebagai promosi sesaat saja, karena banyak perusahaan

di Indonesia ini yang mengalami gugatan dari masyarakat sekitar. Salah satu
dimensi tanggungjawab sosial perusahaan adalah melakukan program
pengembangan masyarakat (community development) yang masih disikapi penuh
skeptis oleh banyak pihak yang sebelumnya menyerang. Apakah tanggungjawab
sosial perusahaan tersebut merupakan inisiatif sukarela atau kewajiban sebagai
pembayar kesalahan perusahaan agar dimaafkan sehingga dapat beroperasi terus.

Apalagi banyak perusahaan yang menyatakan telah melaksanakan tanggung jawab
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sosial, tetapi hanya dilakukan ketika terdesak oleh masyarakat atau hukum yang
berlaku, hal inilah yang merupakan promosi sesaat saja.

Dalam teori ekonomi, CSR dilihat sebagai alat strategis perusahaan untuk
mencapai sasaran hasil akhir, dan menciptakan kekayaan dalam jangka panjang,

perusahaan bertanggungjawab ke pemegang saham dan stakeholder lainnya.

ekonomis dari pelaks aan perilaklﬁ/ﬁ bertanggungjawab tersebut, seperti

dapat meningkatkan @Iam ja Lettieri, 2009).
Hubun@z ;\ diletakkan pada
prinsip simbio mu@tis, sa s Jertian dan’ salin memberi manfaat.
Melalui konsep i, masyara i an . santun dan kooperatif
terhadap eksisteni Serusaha entara pe an tetap dapat beroperasi

secara sehat mengejar
sosial terhadap lingkungannya, tanpa khawatir akan adanya gangguan sosial.
Perubahan tingkat kesadaran masyarakat itulah yang memunculkan
kesadaran baru perusahaan pentingnya melaksanakan program CSR. Dan faktor
yang mempengaruhi implementasi CSR adalah komitmen pimpinan perusahaan,
ukuran, dan kematangan perusahaan, serta regulasi dan sistem perpajakan yang

diatur pemerintah (Untung, 2008).

A.3.5. Lingkup Kegiatan CSR
Tanggungjawab sosial perusahaan mencakup tiga hal, yang dikenal dengan

istilah Triple Bottom Line dengan:pengertian sebagai tiga dimensi tanggung
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jawab. Tiga dimensi tanggung jawab ini adalah dimensi ekonomis, sosial dan
lingkungan. Dimensi ekonomi terkait dengan tujuan tradisional bisnis:
menghasilkan keuntungan dan kekayaan bagi pemiliknya yaitu pemegang saham.
Dimensi sosial berasal dari aspek sosial dari kegiatan bisnis, berkaitan dengan
pembangunan ekonomi masyarakat secara umum, peningkatan kualitas hidup

pekerja dan keluarganya serta masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya.

sosial, dan lingkungan. Kompleknya permasalahan sosial pada dekade terakhir

dan implementasi desentralisasi telah menempatkan CSR sebagai suatu konsep
yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam
pemberdayaan masyarakat miskin.
Menurut The World Bank Institute yang dikutip oleh Tanaya (2004)
menyebutkan komponen utama CSR adalah sebagai berikut:
(1) Proteksi Lingkungan. Fokusnya terletak pada menemukan solusi penggunaan
sumberdaya alam yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak perusahaan

terhadap lingkungan.
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(2) Jaminan Kerja. Meliputi kebebasan berserikat dan pengenalan yang efektif
akan hak untuk berunding secara kolektif, penghapusan semua bentuk kerja
wajib maupun kerja paksa, buruh anak-anak, dan penghapusan diskriminasi
menyangkut pekerjaan dan kedudukan.

(3) Hak Asasi Manusia (HAM). Fokus utama terletak dalam mengembangkan

tempat kerja yang bebas

diskriminasi dimana kreativitas dan

e Y
0 aIa@mumt
Dada sugcakup

perusahaan seperti etika, imbalan  keuangan, perlindungan lingkungan,

standard kerja HAM. Standard tersebut umumnya diterima pada tingkatan
perusahaan, asosiasi bisnis, industri atau nasional.

(6) Pasar. Mencakup antara lain distribusi, etika pemasaran, penetapan harga,
penagihan, pengenalan produk, kualitas dan keamanan produk. Dalam kaitan
CSR, isu pasar, meluas pada suatu cakupan luas aktivitas bisnis yang

menggambarkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan.
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(7) Pengembangan Ekonomi dan Badan Usaha. Meliputi antara lain daya saing,
pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal, kewiraswastaan,
pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan keuangan mikro.

(8) Proteksi Kesehatan. Tempat kerja Kini dikenal sebagai tempat penting untuk
melakukan promosi kesehatan di dalam negara-negara industri, dan

perusahaan dapat berperanan seba@ai,mitra dalam pengembangan kesehatan.

. & -5
menyediakan akses i as bag§

Usahaan bekerjasama dengan badan

Secara teoretik, CSR dapat sebagai tanggungjawab moral suatu perusahaan
terhadap para strategic-stakeholders-nya, terutama masyarakat disekitar wilayah
kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan
atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas.
Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam pandangan CSR adalah
pengedepanan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, dengan
kerugian yang minimal pada kelompok masyarakat lainnya.

Tanggungjawab perusahaan mencakup empat jenjang yang merupakan satu

kesatuan, yaitu: ekonomis, hukum, etis, dan filantropis. Secara ekonomis berarti
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perusahaan perlu laba untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensi-
nya. Namun tujuan mencari laba, perusahaan juga harus bertanggungjawab secara
hukum dengan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Secara etis perusahaan
juga bertanggungjawab untuk mempraktekkan hal-hal yang baik dan benar sesuai
dengan nilai-nilai, etika, dan norma-norma kemasyarakatan. Tanggungjawab

filantropis berarti perusahaan ha emberikan kontribusi bagi peningkatan

pemahaman seperti itu@mat dikata prasyarat perusahaan

untuk bisa meraih Iegitim i0 akyan i masyarakatnya.

A.4. Persepsi

Dalam program pember arakat miskin yang bertujuan untuk
mencapai peningkatan kesejahteraan dan menciptakan kemandirian, maka peran
perusahaan sangat strategis bagi keberhasilannya. Karena perusahaan merupakan
bagian yang potensial memiliki finansial dalam hal penerapan dan pelaksanaan
program CSR. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat pemangku
kepentingan (stakeholders) yang ditentukan oleh persepsi terhadap kegiatan
pemberdayaan melalui program CSR. Persepsi menentukan cara pandang dan

bertindak seseorang terhadap suatu objek, karena itu perlu penjelasan mengenai

pengertian persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi.
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Hediger (2010) menyatakan bahwa CSR dipandang sebagai sebuah konsep
atau cara perusahaan yang melampaui bentuk filantropi dan kepatuhan dalam
mengatasi dan mengelola dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dan
hubungannya pemangku kepentingan perusahaan dalam semua bidang yang
berpengaruh seperti tempat kerja, pasar, rantai pasokan, masyarakat dan wilayah

kebijakan publik. Penafsiran ini_gfenunjukkan peran CSR sebagai konsep

pedoman untuk bisnis yang di satu sisi -‘memButuhkan ruang penafsiran

ilfnilai-nilai dan tuntutan

‘bertindak senang atau tidak senang
terhadap suatu objek yang merupakan jawaban atau pertanyaan apa yang
dipikirkan atau dipersepsikan tentang objek tertentu. Persepsi dipengaruhi oleh
faktor-faktor pengalaman proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya. Faktor
pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur
terhadap apa yang dilihat dan pengetahuan dan cakrawalanya memberikan arti
terhadap objek psikologik tersebut. Melalui komponen kognitif ini akan timbul
ide baru kemudian konsep dari apa yang dilihat (Mar’at, 1984).

Menurut Thoha (2004), persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh

setiap orang dalam memahami. informasi-tentang lingkungannya, melalui
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penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Selanjutnya
Thoha mengutip pendapat Morgan dan King (1984) bahwa persepsi adalah
penglihatan atau pandangan seseorang terhadap objek atau kondisi tertentu yang
akan mempengaruhi sikap dan tingkah lakunya terhadap objek atau kondisi itu.

Menurut Rakhmat (1994), menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang

informasi dan penafsir, ' pesan. Begituld; Robbins (1996) menyatakan bahwa

: persegdala | proses kategorisasi,
asukan, tertentus (obyek-obyek diluar,

aktif dari individu yang bersangkutan dengan sengaja mencari format yang tepat,
dengan demikian persepsi juga bersifat inferensial (menarik kesimpulan).

Krech and Crutchfield, (1969) cit. Rakhmat (1994) merumuskan dalil
persepsi (1) persepsi bersifat selektif secara fungsional, dalil ini berarti bahwa
objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Mereka
memberikan contoh pengaruh kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional,
dan latar belakang budaya terhadap persepsi. Kebutuhan biasa di organisasikan
dan diberi arti. Kita mengorganisasikan stimuli dengan melihat konteksnya,

walaupun stimuli yang kita terima tidak lengkap, kita akan mengisinya dengan
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interprestasi yang konsisten dengan rangkaian stimuli yang kita persepsi. (2) sifat-
sifat perseptual dan kognitif dari substruktur ditentukan oleh sifat-sifat struktur
secara keseluruhan. Menurut dalil ini, jika individu sebagai anggota kelompok,
semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh
keanggotaan kelompoknya, dengan efek yang merupakan asimilasi.

Berdasarkan pengertian terseb |_atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

Jambaran yang merupakan

persepsi adalah suatu kesan atau t%ﬁp n serta
- L4

itimbul sebagai akibat dari

mengadakan persepsi dan faktor eksternal yaitu faktor stimulus dan faktor
lingkungan dimana persepsi itu berlangsung.

Chaplin (1989) menyatakan pula bahwa persepsi tergantung pada faktor-
faktor perangsang, cara belajar, perangkat, keadaan jiwa, dan faktor-faktor
motivasional, maka arti suatu objek atau kejadian objek ditentukan untuk kondisi
perangsang maupun faktor organis. Proses persepsi dimulai dengan perhatian
yaitu mulai proses pengamatan selekif. Faktor perangsang yang penting adalah
perubahan intensitas, ulangan, kontras dan gerak, sedangkan faktor organisnya

adalah minat, kepentingan, dan kebiasaan yang telah dipelajari.
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Menurut Robbins (1996), persepsi dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:
Faktor pada pemersepsi yaitu perilaku, kebutuhan, kepentingan, pengalaman,
dan pengharapan. Perilaku terbentuk melalui suatu proses pembelajaran,
seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi cenderung dinilai

mempunyai wawasan yang lua ena_dengan memiliki wawasan tersebut

semakin tlﬁﬁ” an dap

tingkat -kebutuhar At merangsang seseorang

menggunaka yang persepsinya, dan persepsi
seseorang te S jekdd di ihah%vgkat pengalamannya.

Faktor pa asﬂuas% waki atau t% ha, dan keadaan
sosial. Wa pjek ata a=dili lapat mempengaruhi

kedekatan. Karakteristik-karakteristik dalam target yang akan diamati dapat
mempengaruhi apa yang dipersepsikan.

Menurut Gibson (1990), persepsi adalah proses pemberian arti pada

lingkungan oleh seorang individu akibat adanya stimulus, setiap individu yang

berbeda akan memberikan arti yang berbeda pula untuk objek yang sama. Proses

terjadinya persepsi individu dapat dilihat pada Gambar 2.2. berikut:
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Stimulus |—»| Observasi Stimulus .| Faktor yang
mempengaruhi
persepsi:

e Meniru
e Memilih-milih
Evaluasi dan Penafsiran | J Gam_bgran diri
Kenvataan sendiri
e Situasi
e Kebutuhan
. A m ji{] / e
Perilaku e

tanggapan

Sikap yang
terbentuk
< 4
Ga%z.z: ’ sea:a epSi (Th%septlprocess)

i
em engavg)erse Si seseorang adalah:

MenuruttWira 89

adap atau dua obyek. (b)
Set, harapan seseorangia ar rangsangam akan cul. (c) Kebutuhan, baik
kebutuhan sesaat ataupun -‘.- diri seseorang mempengaruhi persepsi-
nya terhadap suatu objek. (d) Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam
masyarakat. (e) Ciri kepribadian, terpengaruh persepsi seseorang. (f) Gangguan

kejiwaan, dapat menimbulkan persepsi yang salah disebut halusinasi.

A.5. Partisipasi

Di depan telah dikemukakan bahwa keberhasilan program pemberdayaan
masyarakat melalui program CSR ditentukan oleh komitmen perusahaan dalam
hal penyediaan dan penyaluran dana yang disisinkan perusahaan, dan persepsi

masyarakat terhadap CSR. Selain itu partisipasi atau keterlibatan masyarakat
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perlu diperhatikan dan ditumbuhkan dalam proses pelaksanaan kegiatan program
pemberdayaan. Partisipasi masyarakat akan muncul jika program tersebut sesuai
dengan kebutuhan, keinginan, dan budaya masyarakat setempat. Berikut tinjauan
tentang partisipasi menyangkut pengertian, lingkup, dan bentuk serta jenis

partisipasi.

gartikan /Jpartidipasi seba@ai tindakan untuk

. =]
“mengambil bagian” ya%e iata apnyata@ntuk f

kelompok sosial untuk mega '-  Badian dari kegiatan masyarakatnya, di luar
pekerjaan atau profesinya sendiri (Theodorson, 1969). Keikutsertaan tersebut,
dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang
bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain (Raharjo, 1983). Beal (1964)
menyatakan bahwa partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena
pengaruh atau karena adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat
diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (exogenous change).

Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya
kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai: (1) kondisi yang tidak

memuaskan, (2) kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau
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masyarakat sendiri, (3) kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang
dapat dilakukan, (4) adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan
sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan
perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat

terhadap pentingnya pembangunang¥yang bertujuan untuk memperbaiki mutu

hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan berarti benar-benar

secara aktif dan sukarela, bik kifena's san alasan dari dalam (intrinsik) maupun
dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan, mencakup lingkup:
pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian
(pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang
dicapai.

Yadav, (1961) cit. Mardikanto, (2010) mengemukakan ada empat macam
kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:
1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui

dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi
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langsung dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program-
program pembangunan di wilayah setempat atau tingkat lokal.

2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.  Partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan
masyarakat (tenaga, uang, atau bentuk korbanan lainnya) yang sepadan

dengan manfaat yang akan diterig@e@leh masing-masing warga masyarakat.

g berkaitan dengan
sangat diperlukan.

' Dengan selesainya

memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung,
sehingga hasil pembangunan itu akan sia-sia.

Menurut FAO (1989), partisipasi mempunyai makna: (a) kontribusi
sukarela masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan
keputusan, (b) Partisipasi adalah “kepekaan” (membuat peka) pihak
masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk
menanggapi proyek-proyek pembangunan, (c) Partisipasi adalah suatu proses
yang aktif, yang berarti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil

inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu, (d)
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Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para
staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek agar
memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial,
(e) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri,

kehidupan dan lingkungan mereka.

A.5.3. Bentuk-bentuk @@ -Jenis Partisipas

bentuk kegiatan partisipas masyarakat berupa
(1) menjadi a asyara% (2) melibatkan diri pada
kegiatan diskusi keIOnéﬁ\ (3) ‘meli diri paugglata egiatan organisasi

Sikor (1994) menyimul A pe elitiannya bahwa metode dan bentuk
partisipasi petani berpengaruh terhadap proses pemberdayaan untuk pembangunan
pedesaan, sedangkan Slamet (1985) mengemukakan keragaman partisipasi
berdasarkan input yang disumbangkan, dan keikutsertaannya dalam

memanfaatkan hasil pembangunan, seperti Tabel 2.2. berikut ini.
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Tabel 2.2: Ragam Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi yang Ragam Partisipasi
ditunjukkan 1 2 3 4 5
Memberikan input + + + + _

Menerima imbalan atas
input yang diberikan + +

Menikmati manfaat
hasil

ikut menikmati hasil pembanguna Prtisipasi bentuk ini dapat dijumpai
pada petani yang bergotongroyong memperbaiki saluran irigasi yang mengairi
sawahnya.

Ragam partisipasi 3: adalah ikut memberikan input, menerima imbalan atas
input yang diberikan tetapi tidak ikut memanfaatkan hasilnya. Partisipasi
seperti ini, dapat dilihat pada pekerja bangunan hotel-hotel berbintang, mereka
tidak ikut menikmati hasil pembangunannya.

Ragam partisipasi 4: adalah ikut memberikan input, meskipun tidak

menerima imbalan atas input yang diberikan, dan juga tidak ikut serta
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menikmati manfaat hasil pembangunan. Partisipasi seperti ini, misalnya oleh
para penyumbang dana (donatur) atau sponsor kegiatan sosial.

5) Ragam partisipasi 5: adalah tidak ikut memberikan input, tidak menerima
imbalan, tetapi ikut menikmati hasil pembangunan. Partisipasi seperti ini
dapat dijumpai pada “pihak ketiga”.

Dari kelima ragam partisipasi.e bentuk partisipasi 2 seharusnya lebih

banyak dikembangkal

dan ragam W”rt' ipasi 4 hanya diberlakukan bagi

- ’ -5
bidang kesehata erp ilan reg dipe

D, pemberdayaan masyarakat.

partisipasi masyarakat dapat berfungsi dalam 6 (enam fase proses pembangunan,
antara lain fase penerimaan informasi, perencanaan pembangunan, pelaksanaan
pembangunan, penerima kembali hasil pembangunan dan fase penilaian
pembangunan. Sebagai keluaran artinya partisipasi berfungsi menumbuhkan
kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

Slamet (1985) mengemukakan syarat-syarat yang diperlukan agar
masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan, yaitu: (1) adanya
kesempatan untuk ikut dalam pembangunan, (2) Adanya kemauan untuk

memanfaatkan kesempatan, dan (3) adanya kemauan untuk berpartisipasi.
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A.6. Dinamika Kelompok

Secara konseptual pemberdayaan kelompok diartikan sebagai upaya
meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengembangkan usahanya secara
mandiri. Kelompok dimaksud adalah kelompok usaha yang dilakukan oleh
masyarakat miskin sekitar perusahaan. Kemandirian kelompok dapat terwujud

jika kelompok mampu secara man@hiti mencakup aspek kelembagaan

manajemen dan usaha, arena itu fokus %n erdayaan kelompok diarahkan dalam

tercapainya tujuan kelompok akan sangat ditentukan oleh tindakan atau kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang merupakan perwujudan dari
perilaku kelompok sebagai suatu kesatuan dari perilaku anggota kelompok.
Mardikanto (1998) menyebutkan analisis terhadap dinamika kelompok
dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:
1) Pendekatan sosiologis, yaitu analisis terhadap bagian atau komponen-
komponen kelompok dan analisis terhadap proses sistem sosial dengan unsur-
unsur sebagai berikut:

a) Tujuan kelompok, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai.
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b) Unsur-unsur yang menyangkut pembagian tugas dan hak serta kewajiban
anggota-anggota kelompok yang meliputi: (1) Jenjang sosial (social
rank), yaitu hal yang menunjukkan perbedaan tertentu yang akan
membedakan penghargaan, penghormatan, dan hak atau wewenang
anggota-anggotanya. (2) Peran kedudukan (status role), yaitu peran yang

harus dilakukan atau ditunjukkan_oleh anggota kelompok sesuai dengan

kedudukan yang istem sosial bersangkutan.
(3) Kekuatan (p ang memungkinkan seseorang
mengge n demi tercapainya
tujua | gmkan n dengan aturan
atau ke asaan @ harus @i ' : ggote alam menunjukkan
perilaku dan mela 7 ainya tujuan kelompok.

dalam melaksanakan kegiatan demi tercapainya tujuan kelompok.
Slamet (1988) mengemukakan ada unsur-unsur dinamika kelompok yaitu:
Tujuan Kelompok (Group Goals)

Tujuan kelompok seharusnya menunjang tujuan anggota/individu,
sehingga kelompok mempunyai dinamika yang tinggi karena tujuan kelompok
merupakan sumber motivasi bagi anggota untuk berpartisipasi aktif di dalam
kegiatan kelompok. Sebagai unsur kelompok, tujuan ini merupakan hal yang

mutlak, ada relevansinya dengan tujuan kelompok dan diketahui oleh anggota.
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Kejelasan tujuan kelompok sangat diperlukan agar anggota kelompok dapat

berbuat sesuatu sesuai dengan kebutuhan kelompok.

2) Struktur Kelompok (Group Structure)

Struktur kelompok adalah hubungan individu-individu di dalam

kelompok yang sesuai dengan posisi dan peranan individu. Hal-hal yang

a)

b)

d)

Fungsi memberikan informasi; kelancaran arus informasi menunjukkan
bahwa fungsi berjalan baik.

Fungsi memuaskan anggota; makin tinggi tingkat kepuasan anggota
kelompok mengakibatkan fungsi tugas sebagai salah satu unsur dinamika
kelompok makin kuat.

Fungsi koordinasi; makin baik penyelenggaraan koordinasi, makin baik
dinamika kelompok.

Fungsi menjelaskan; makin sering kelompok menjelaskan kepada anggota

tentang sesuatu yang kurang jelas maka fungsi tugas makin baik.
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Mengembangkan/Membina Kelompok (Group Building and Maintenance)
Mengembangkan dan membina kelompok, yaitu cara kelompok
mempertahankan hidupnya, yang dapat dilihat beberapa ciri sebagai berikut:
(a) pembagian tugas yang merata, (b) adanya fasilitas yang memadai, (c)
tumbuhnya norma kelompok (ketaatan anggota terhadap kelompok), (d)

adanya proses sosialisasi, dan (e)sMendapatkan anggota baru.

e
antara  ang ota@
kan ad%ting <

kelompok d enga@oleh besa

terhadap tujuannya dan terhadap anggota-anggota lainnya. Apakah suasana itu
penuh akrab, tegang, senang, serius, apatis dan sebagainya.
Tekanan pada Kelompok (Group Pressure)

Tekanan/desakan kelompok atau tekanan kelompok ini berfungsi bagi
ketaatan (conformity) terhadap norma-norma kelompok, dan bagi
keseragaman dalam aktivitas kelompok. Sumber tekanan atau desakan ini
dapat berasal dari luar atau dalam kelompok, bahkan dapat dari dalam diri

masing-masing anggota.
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8) Keefektivitas Kelompok (Group Effectiveness)

Keefektifan kelompok mempunyai timbal balik dengan kedinamisan
kelompok, kelompok yang efektif meningkatkan dinamika kelompok dan
sebaliknya kedinamisan kelompok meningkatkan keefektifan kelompok.
Efektifitas kelompok dapat dilihat dari produktifitas, semangat anggota

dipakai untuk mengukur prog itas, semangat anggota dipakai untuk

mengukur semangat kelompok. Keberh ilan anggota dalam mencapai tujuan

dapat memi

tersembunyi ¢

B. Penelitian Pendahuluan

Sebagai dasar pengembangan model pemberdayaan yang bagaimana harus
dilakukan dalam mengimplentasikan CSR oleh perusahaan, perlu diperhatikan
bahwa akar penyebab kemiskinan petani di Provinsi Lampung lebih banyak
disebabkan oleh karena faktor budaya dan struktural (Hasanuddin, 2009).

Selanjutnya hasil pengamatan pendahuluan pada perusahaan-perusahaan di
Provinsi Lampung menunjukkan bahwa program CSR yang telah dilakukan

perusahaan adalah banyak yang bersifat insedental dalam bentuk bantuan-bantuan
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kepada masyarakat miskin sekitar perusahaan, seperti: (1) pada bidang
pendidikan, merehabilitasi sekolah-sekolah, program Beasiswa, pemberian
seragam bagi murid-murid Sekolah Dasar, (2) pada bidang kesehatan,
menyelengarakan sunatan masal dan pengobatan gratis, (3) pada bidang ekonomi,

memberikan bantuan uang tunai (serupa dengan BLT), (4) pada bidang pelestarian

lingkungan, menyelenggarakan _ anaman pohon program penghijauan,

pengolahan limbah de an Amdal.

i)

sosial masyarakat sekitr hert ahaan disghbut f .- Bina Lingkungan. Sebagai
tindaklanjut  terbitnya  Surat  Keputusan  Direksi  PTPN-7  Nomor
7.13/Kpts/001/2008 Tanggal 3 Januari 2008 tentang Pedoman Program Kemitraan
Badan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Dasar Terbitnya Surat Keputusan Direksi PTPN-7 tersebut adalah
Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003 tentang Program
Kemitraan Badan Usaha milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina
Lingkungan (PK-BL), dan Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007
Tanggal 27 April 2007 Tentang Program Serta Peraturan Meneg BUMN Nomor

PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan
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Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Serta
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (UUPT).

Program PK-BL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) PTPN-7
merupakan implementasi dari program CSR perusahaan yang dikenal dengan

is dan administrasi ditangani oleh Divisi

Slogan PTPN-7 Peduli, yang secara

e 5
yang lebih baik be@ stakehg i adalah masyarakat di
sekitar atau 4l g\per : pagai tangguing jawab sosial
| = )
perusahaan bag terci@ya keselmbang angunan Paik ekonomi, sosial

program PTPN-7 Peduli, peduli pada tujuh bidang kegiatan, yaitu: (1) PTPN-7
Peduli Kemitraan, (2) PTPN-7Peduli Bencana Alam, (3) PTPN-7 Peduli
Pendidikan, (4) PTPN-7 Peduli Kesehatan, (5) PTPN-7 Peduli Pembangunan, (6)
PTPN-7 Peduli Keagamaan, dan (7) PTPN-7 Peduli Lingkungan.

Peduli kemitraan adalah kepedulian perusahaan pada bidang ekonomi
(Profit) dalam upaya menumbuh dan mengembangkan perekonomian masyarakat,
khususnya Usaha Mikro Kecil, Kecil dan Menengah (UMKM) agar menjadi
tangguh dan mandiri. Usaha tersebut meliputi industri kerajinan Kain Tapis khas

Lampung, kerajinan Batik Lampung, kerajinan Bordir, kerajian Meubel, kerajinan
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Keripik Pisang. Peduli bidang sosial kemasyarakatan (People) meliputi peduli
bidang bencana alam, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Kegiatan CSR
bidang sosial PTPN-7 Peduli yang telah dilakukan adalah: Bantuan bencana
alam (banjir, kebakaran, atau gempa bumi) yang diberikan dalam bentuk bahan

pangan, obat-obatan, pakaian maupun pembangunan dapur umum, pembangunan

gedung sekolah baik kolah negeri maupun sekolah swasta di wilayah sekitar

ayanan KB gratis

sekitar perusaan ad& penga taréati

dan paket obaobata%Peduli Keaga '

meliputi bantuan pemb fas ML um) seperti jalan, jembatan,
gorong-gorong, pembangunan pertanian, penanaman pohon penghijauan,
penanaman mangrove di sepanjang pantai Selatan, dan pantai Timur Provinsi
Lampung.

Implemenasi CSR oleh perusahaan PTPN-7 (Persero) tersebut di atas
menurut pengamatan sementara dapat disimpulkan sudah memenuhi kriteria
pemberdayaan masyarakat, tetapi masih bersifat filantrophy dan atau charity,
karena pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan untuk
meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat miskin agar mau dan mampu

mengakses berbagai sumberdaya, permodalan, teknologi, dan pasar dengan
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pendekatan pendampingan, peningkatan kapasitas pelayanan dan pembelaan
menuju kemandirian, yang sifatnya juga berkelanjutan dalam bentuk program

yang terintegrasi dalam strategi kebijakan perusahaan yang diimplementasikan

dalam keseluruhan aktivitas perusahaan yang terkait.

yarakat miskin tersebut.  Kurang
tersedianya kesempatan bekerja dan berusaha di wilayah lingkungan masyarakat
pada tahap selanjutnya tidak memungkinkan mereka mencari tambahan
pendapatan pada saat-saat menghadapi krisis, sehingga dengan keadaan tingkat
hidupnya yang selalu dekat dengan kerawanan subsistensi akan mudah
menyebabkan mereka jatuh miskin.  Dipihak lain, karakteristik individu
masyarakat miskin itu sendiri seperti tingkat pengetahuan yang rendah, pemilikan
asset modal yang minim, aspirasi yang rendah serta keinginan untuk berubah yang
juga rendah diduga menyebabkan masyarakat miskin sulit untuk beranjak dari

cengkraman kemiskinan. Dengan demikian, untuk mengatasi keadaan ini tidak
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hanya diperlukan keinginan yang sungguh-sungguh dari masyarakat miskin untuk
mengubah nasibnya, tetapi juga memerlukan uluran tangan dan bantuan dari
berbagai pihak, baik dari pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta maupun
perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut sebagai bentuk partisipasi aktif dalam
mengentaskan kemiskinan yang dijumpai.

Untuk mengangkat masyarakatf@dari_masalah kemiskinan, maka tidak lain

masyarakat dibutuhkan peran stakeholders pembangunan yaitu pemerintah (pusat

dan daerah), penyuluh PNS atau penyuluh swasta, LSM, serta pengusaha pemberi
modal dalam membentuk perilaku ekonomi baru masyarakat miskin sekitar
perusahaan sehingga dapat mengatasi bersama-sama kemiskinan yang ada.
Selanjutnya dalam rangka turut serta mengatasi masalah kemiskinan di atas,
perusahaan-perusahaan memiliki program CSR dengan tujuan antara lain
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, kelestarian  lingkungan, dan
keberlanjutan perusahaan itu sendiri, ketiga aspek ini dikenal dengan teori "Triple

Bottom Line” Jhon Elkington’s. Namun demikian keberhasilan CSR dalam
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mencapai tujuannya juga dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor internal
maupun eksternal. Faktor internal perusahaan antara lain menyangkut berbagai
strategi dan metode pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan yang dilakukan
oleh perusahaan, tenaga pelaksana CSR perusahaan, alokasi dan jumlah dana CSR
serta persepsi dan pemahaman perusahaan itu sendiri terhadap konsep CSR,

sedangkan faktor eksternal sepertig@ukungan pemerintah beserta instansinya,

memberikan rasa aman dalam operasionalisasi perusahaan, akan menyebabkan

dampak positif bagi perusahaan dalam hal keberlanjutan operasional usahanya.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan dimungkinkan
dapat tercapai melalui usaha-usaha peningkatan keberdayaan masyarakat itu
sendiri. Usaha-usaha peningkatan keberdayaan masyarakat sekitar perusahaan ini
dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan pada individu baik dalam hal
pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki sehingga masyarakat sekitar
perusahaan mempunyai akses Yyang lebih tinggi untuk meningkatkan

pendapatannya. Karena itu untuk mencapai keberhasilan program CSR tidak
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hanya ditentukan oleh pihak perusahaan saja tetapi juga akan ditentukan oleh
masyarakat sekitar perusahaan yang menjadi sasaran program serta dukungan dari
berbagai pihak stakeholder dalam mewujudkan pencapaian peningkatan
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh sebagaimana termaktub dalam
tujuan pembangunan nasional.

Program CSR dengan tiga dimeénsi tanggungjawab perusahaan tersebut di

sekitar perusahaan

atas, implementasin terhadap mas:%akat

ayaan. Salah satu ide

pokok tersebut fterk gan tidak semata-mata
mencari ke ungan,ga‘gg' berperan dalam
penciptaan investasi @I, yang \dapa | laan dalam program
pemberdayaan masyarakat,Piod dayaan masyarakat oleh perusahaan
dapat berupa progra dan prasarana pendidikan
fomal dan nonformal, (b) atan masyarakat, (c) fasilitas

khusus atau fasilitas umum yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian
masyarakat miskin sekitar perusahaan.

Keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program CSR
dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat miskin sekitar perusahaan, karakteristik
lingkungan fisik, dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat miskin sekitar
perusahaan, karakteristik tenaga pendampingan. Hubungan antara program CSR
dengan pemberdayaan masyarakat miskin adalah memungkin masyarakat mampu
bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain,

program CSR dapat memberdayakan masyarakat adalah meningkatkan kemampu-
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an dan kemandirian, dalam hal ini mandiri dalam merencanakan kegiatan, mandiri
dalam pelaksanaan kegiatan, dan mandiri dalam pengambilan keputusan, yang
akan bermuara pada tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan.

Teori yang digunakan untuk menganalisis hubungan keterkaitan antara
berbagai komponen variabel yang telah diuraikan di atas adalah teori

pemberdayaan, dengan lingkup Bina Usaha, Bina Manusia, Bina

Lingkungan, dan Bina@ Kelembagaan, serta proses pelaksanaan pemberdayaan
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